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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian empiris normatif yang berjudul
“Analisis Yuridis Dan Figh Siyasah Dusturiyah Idariyah Terhadap Sanksi
Administratif Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru”. Penulisan skripsi ini untuk
menjawab pertanyaan yang dituliskan dalam dua rumusan masalah, diantaranya :
Bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian sanksi administratif dalam Perwali
Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tetang Pedoman Tatanan Normal Baru?, serta
bagaimana analisis Figh Siyasah Dusturiyah Idariyah terhadap adanya penerapan
sanksi administratif dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tetang Pedoman
Tatanan Normal Baru?.

Dalam penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian
kualitatif, dan jenis pendekatan socio legal studies yang artinya melihat hubungan
timbal balik hukum di tengah — tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data
primer dan sekunder, studi dokumen, pengamatan, dan wawacara untuk diolah
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif dan deskriptif

Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa
Pertama, Pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No.
33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ditemukannya
ketidakharmonisan dengan peraturan perundang — perundangan yang lebih tinggi
sementara sanksi administratif yang diperuntukkan bagi pelanggar masih terbilang
belum sangat tegas dan apabila jika terus diterapkan maka terkesan menyalahi
aturan hukum yang seperti Undang — Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan pada pasal 101, yakni “Pemerintah memberikan NIK
kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun”. Lalu diatur lebih lanjut
dalam pasal 91, yakni “Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 63
ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif
paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).” Dalam hal ini tidak
adanya denda administratif sehingga banyak sekali dilakukan penyitaan KTP jika
dibiarkan berlangsung maka dapat mengancam tidak adanya kejelasan identitas
bagi masyarakat Surabaya. Kedua, Dalam analisis Figh Siyasah Dusturiyah
Idariyah bahwasannya Sanksi Administratif yang termuat dalam kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya berupa Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun
2020 sesuai dengan ajaran islam yakni berupa kepatuhan dan ketaatan ummat
terhadap Imamah (Pemimpin) yang telah ada dalam kaidah Ushul Figh dalam hal
ini apabila hal tersebut dilaksanakan dalam keadaan darurat sehingga supaya tetap
patuh dan tunduk kepada pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT.

Selaras dengan kesimpulan tersebut, maka dibutuhkan adanya tindak lanjut
dari Pemerintah Kota Surabaya beserta staff dan jajarannya agar supaya
melakukan perubahan dan menerbitkan peraturan hukum yang baru guna sebagai
payung hukum yang baik selama wabah pandemi Virus Covid — 19 terutama di
Kota Surabaya.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memuat sejumlah petunjuk
hidup, terdapat perintah dan larangan yang bersifat memaksa yang datangnya dari
Imperatif Power serta bersifat mengikat, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang
dalam penetapan hukum. Hukum dalam penerapannya bertujuan untuk menjamin
rasa keadilan dan kepentingan orang lain dalam kehidupan masyarakat sehingga
keamanan, ketertiban dan keteraturan pun dapat diwujudkan. tujuan hukum adalah
untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara terutama di lingkungan masyarakat. Tujuan hukum salah satunya
adalah untuk memperoleh keadilan yaang mengacu kepada keseimbangan Check
And Balance!.

Sanksi yang menjadi bagian penutup yang sangat penting di dalam hukum.
Salah satu sanksi yang dapat di terapkan dalam pelanggaran adalah sanksi
adminitratif. Sanksi adalah upaya bentuk pemaksaan dari administrasi negara
terhadap warga negara dalam hal adanya berisi perintah — perintah, kewajiban —
kewajiban atau juga larangan — larangan yang diatur dalam peraturan perundang —
undangan yang bisa saja dikeluarkan oleh badan administrasi negara termasuk
didalamnya peraturan yang meengatur dalam bidang perizinan. Sanksi
admininstrasi yang dapat digunakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa

paksaan pemerintah (Besturdwang), penarikan kembali keputusan yang dianggap

! Subekti, Dasar — Dasar Hukum Dan Pengadilan, Cet. ke-1 (Jakarta : Soeroengan, 1995), 37.
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menguntungkan, Melakukan pengenaan uang paksa oleh pemerintah,?
(Dwangsom) Menentukan Pengenaan denda adminstratif (Administratif Boete).
Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perizinan yang
pada umumnya secara definitif terdapat dan ditemukan dalam peraturan

perundang — undangan yang menjadi dasarnya.

Protokol Kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan
oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas
guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan
jiwa dan kesehatan masyarakat. Sehingga berupa bentuk dalam kemasan aturan
dan ketentuan yang telah ditentukan sehingga perlu diikuti oleh segala pihak agar
dapat beraktivitas secara aman pada saat wabah Pandemi Virus Covid — 109.
Adapun dalam hal ini tujuan dari protokol kesehatan adalah tidak lain untuk
supaya agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak
membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain sehingga harapannya tidak
melupakan 3M vyaitu (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun, dan

Menjaga Jarak)

Jika masyarakat dapat mengikuti segala macam aturan yang tertera di
dalam protokol kesehatan, maka penularan Virus Covid — 19 ini pun kiranya dapat
diminimalisir. Sebagian besar orang yang tertular virus Covid — 19 akan
mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.
Terlebih lagi saat negara dalam keadaan abnormal terkait dengan berlangsungnya

wabah Pandemi Virus Covid — 19 yang kemudian menyebar mulai masuk ke

2 Hadjon, Philipus, Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. ke-1 (Yogyakarta : Gajah Mada
Unity Press, 1995), 37.



negara Indonesia yang telah banyak mengeluarkan kebijakan — kebijakan yang
dirasa cukup untuk membantu memutus penyebaran mata rantai Virus Covid — 19.
Berdasarkan data dari hasil lapangan oleh gugus percepatan Virus Covid — 19

yang di lingkungan Kota Surabaya Per 5 Oktober 2020 :

1. 15471 Jiwa / Orang terkonfirmasi terdiri dari 494 Positif Virus Covid — 19
2. 199298 Jiwa / Orang sembuh dari Virus Covid -19

3. 1079 Jiwa / Orang yang meninggal dunia®

Dengan kriteria kisaran pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Selatan :
1. Di Kecamatan Tambaksari 30 orang pelanggar
2. Di Kecamatan Genteng 10 orang pelanggar
3. Di Kecamatan Gubeng 29 orang pelanggar
4. Di Kecamatan Sawahan 27 orang pelanggar
5. Di Kecamatan Dukuh Pakis 15 orang pelanggar
6. Di Kecamatan Wiyung 10 orang pelanggar
7. Di Kecamatan Jambangan 16 orang pelanggar

8. Di Kecamatan Wonocolo 4 oranng pelaanggar

Dengan kriteria kisaran pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Utara :
1. Di Kecamatan Semampir 2 orang pelanggar
2. Di Kecamatan Kenjeran 10 orang pelanggar

3. Di Kecamatan Pabean Cantikan 2 orang pelanggar

3 Admin, “Komite Penanganan Covid - 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional”
https://covid19.90.id/, diakses pada, 7 Februari 2021.



https://covid19.go.id/

Dengan kriteria kisaran pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Timur :
1. Di Kecamatan Sukolilo 8 orang pelanggar

2. Di Kecamatan Gunung Anyar 15 orang pelanggar

Dengan kriteria kisaran pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya Barat :
1. Di Kecamatan Tandes 6 orang pelanggar
2. Di Kecamatan Benowo 6 orang pelanggar
3. Di Kecamatan Pakal 7 orang pelanggar*

4. Di Kecamatan Asemrowo 6 orang pelanggar

Dengan demikian, bahwa peran Pemerintah kota Surabaya saat ini belum
berhasil sepenuhnya dalam menekan angka tinggi pasien Virus Covid - 19
dimulainya dari banyaknya pelanggar protokol kesehatan, ketidak tegasan aturan
dalam sanksi administratif, banyaknya warga Surabaya yang enggan memakai
masker saat berpergian, dan senang berkumpul dan berkerumun sehingga
diperlukan atuuran sanksi yang tegas dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Normal Baru. Maka dari itu harus menjalankan
protokol — protokol yang dibuat pemerintah pusat dan dikondisikan sesuai dengan
keadaan Kota Surabaya, yakni melakukan pemantauan, khususnya di ruang —
ruang publik, transportasi dan membatasi kerumunan.

Kota Surabaya mulai menerbitkan Aturan Perwali Kota Surabaya No. 33

Tahun 2020 tentang Pembentukan Tatanan Normal Baru perubahan kedua atas

4 Admin, “Pemerintah Kota Surabaya”
, diakses pada, 7 Februari 2021.



Perwali No. 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada

Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di kota Surabaya.

Sanksi Administratif yang diterapkan diantaranya® terdapat dalam pasal 34 ayat

(4) Sanksi Administratif sebagaimana berupa :

a. Teguran Lisan,

b. Teguran tertulis,

c. Paksaan Pemerintah yang meliputi :

1.

2.

Penyitaan KTP,

Pembubaran Kerumunan,

Penutupaan Sementara, atau

Paksaan pemerintah lainnya yang berupa antara lain : Push Up,
Joget, Memberi makan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di
Liponsos serta

pencabutan izin

Disisi lain, perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang

perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat berupa

pemenuhan persyaratan, kewajiban maupun larangan. Implikasinya adalah apabila

persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak

terpenuhi maka akan berdampak kepada izin itu sendiri.®.

Melalui jajaran dan staff — staff nya Presiden Jokowi menginstruksikan

untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan

S Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

® Muchsin, Hukum Dan Kebijakan Publik, Cet. ke-2 (Malang: Averroes Press, 2000), 42.



peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol
kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Virus Covid - 19.
Menkopolhukam juga diminta melaporkan pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan kepada
Presiden paling sedikit satu kali dalam satu bulan atau sewaktu - waktu apabila

diperlukan Presiden Jokowi meminta lima hal :

1. Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi secara aktif tentang
penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian

Covid-19 kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi
(Pemprov) dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemkot) dalam

menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota.

3. Memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam melakukan

penyusunan berupa peraturan gubernur peraturan bupati/wali kota.

4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan
peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap para
pelanggaran protokol kesehatan dalam tujuan melakukan
pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah provinsi serta

kabupaten / kota.



5. Memberitahukan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk laporan
kepada Menkopolhukam paling sedikit satu kali dalam satu bulan

atau sewaktu - waktu apabila diperlukan’.

Lalu, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
selaku Ketua Satgas Penanganan Covid - 19, Presiden Jokowi menginstruksikan
untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengenaan
sanksi terhadap para pelaku pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya
melakukan pencegahan dan pengendalian Covid - 19 di daerah provinsi serta
kabupaten/kota. Serta, melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada
Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Covid - 19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional paling sedikit satu kali dalam dua minggu atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan

Bentuk ketaatan terhadap suatu pemimpin adalah hal yang telah
diharuskan sebagaimana disebutkan dalam As — Sunnah dan Al — Quran yang

dapat dijadikan kaidah. Adapun sebagai berikut® :
e 51 I sh5 Okl ) sl 3 i 1l 15l Gl G

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An - Nisa 4 : 59)

7 Devina Halim, “Nasional Kompas”,
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/10222571/jokowi-keluarkan-inpres-soal-sanksi-
pelanggar-protokol-kesehatan-ini-kata?page=all, diakses pada, 16 Oktober 2020.

& Departemen Agama RI, Al -Quran Dan Terjemahannya, Cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bumi Restu,
2009), 45.


https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/10222571/jokowi-keluarkan-inpres-soal-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-ini-kata?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/10222571/jokowi-keluarkan-inpres-soal-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-ini-kata?page=all

Asbabun nuzul Al - Quran surat An Nisa ayat 59 ialah ketika terdapat
perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Yahudi meminta
kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberikan penjelasan kepada
orang Yahudi. Sebab dikarenakan tidak terima dengan penjelasan Baginda Nabi
Muhammad SAW maka orang tersebut Si munafik berkunjung kepada Umar.
Sehingga Umar pun bertanya kepada orang si munafik, apakah benar yang ia
katakan tersebut. Orang Si munafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh

orang Si munafik tersebut.

Terkait akan hal tersebut allah menyuruh kita untuk senantiasa taat dan
patuh kepada pemimpin setelah ketaatan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, untuk
pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh ‘ta’atilah’ karena ketaatan kepada
pemimpin merupakan ikutan (taabi’) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka dalam hal ini bila ada seorang pemimpin
mengeluarkan kebijakan (menyuruh) untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka

sudah jelas untuk kita supaya tidak lagi mendengar dan mematuhinya.

Adapun dari hadits yang dijelaskan tersebut yang dimana mewajibkan
mendengar dan ta’at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah
dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena dalam
sebuah hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari sanad Hudzaifah bin Al

Yaman. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :



S e Uall g gl 18 G5 paba ) 05 A6 M) o 5 A0 ) 56 6
13 danay jol 138 dimial ja 5 allas S5 Cal lagd abuadl T ¢ 5l |
Eip s Y 5 pade S Lanay

Terjemahannya :

“Dari Abdullah r.a. dari Nabi Saw. Beliau bersabda : “Seorang
Muslim perlu mendengarkan dan mematuhi perintah, yang disukainya dan
yang tidak disukainya. Selama tidak disuruh mengerjakan maksiat
(kejahatan), tetapi apabila dia disurun mengerjakan kejahatan, tidak
boleh didengar dan tidak boleh dipatuhi.” (HR. Bukhari no. 1895.)®

Hal — hal tidak boleh dikatakan kepada pemimpinnya tersebut, “Saya

tidak akan ta’at kepadamu sampai engkau menaati Rabbmu.” Perkataan seperti ini

adalah suatu perkataan yang dilarang. Adapun jika mereka memerintahkan Kita

untuk bermaksat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati

mereka meskipun sebagai pemimpin. Karena Rabb pemimpin kita dan Rabb kita

(rakyat) adalah satu yaitu Allah SWT oleh karena sebab dalam hal ini wajib ta’at

kepada-Nya. Sehingga apabila dipertemukan dengan mereka dan memerintahkan

kepada maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan ta’at. Adapun sabda

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yakni :

oyl b de ) W) dnaka ddel Y

Terjemahannya :

“Tidak akan ada kewajiban untuk fa’at dengan tujuan untuk
bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanya dalam perkara yang ma’ruf
(bukan maksiat).” (HR. Bukhari no. 7257)

8 HR, Bukhori. 1895 Penerjemah A. Rahman Zainuddin, 1V, (Jakarta: Bumi Restu, 1983), 143.
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Rasulullah shallallahu “alaihi wa sallam juga bersabda :

138 ¢ daaray Hak a L5835 Cal g ¢ Ll ol e

&&nggﬁw:;, 22y al

Terjemahannya :

“Seorang muslim diharuskan mendengarkan dan tunduk dalam
perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk
berbuat maksiat. Apabila disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak ada
hal yang harus dilakukan kewajibannya selain mendengarkan dan
tunduk®. ” (HR. Bukhari no. 7144).

Di dalam hal ini agama Islam telah mengatur mengenai ketentuan sanksi

(Uqubat) seperti halnya terdapat dalam kitab Al-Quran :
AT T R R TY
Osa5 aSTal CalWT (5h 6 5ia (aliaill 8 S

Terjemahannya :

“Dalam gishaash itu ada (Jaminan Kelangsungan) hidup bagimu,
hai orang — orang yang berakal, supaya kamu bertakwa ” (Q.S. Surah Al —
Bagarah : 179)%.

Asbabun Nuzul (Q.S. Surah Al — Bagarah : 179) dalam kitab - kitab
terdahulu Hukuman mati itu lebih tepat untuk memberantas pembunuhan. Di
antaranya bahwa perumpamaan ini tidak mengandung hal — hal lain kecuali dalam
pemberantasan pembunuhan dengan melakukan pembunuhan. Sedangkan

berdasarkan ayat di atas mencakup pembunuhan dan berbagai macam luka yang

°® HR. Bukhari 7144 Penerjemah Darwiz Z, V, (Jakarta: Bumi Restu, 1983), 143.

10 Departemen Agama RI, Al -Quran Dan Terjemahannya, Cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bumi Restu,
2009), 25.
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dijelaskan. Oleh karena itu perumpamaan itu memerlukan adanya kriteria dua hal
yang mahdzuf (tidak disebutkan), yaitu pembunuhan sebagai hukum gishash lebih

dapat memberantas pembunuhan dengan cara zalim.

Sementara dalam ayat tersebut tidak memerlukan hal — hal yang tersirat
seperti itu. Karena di mulai dengan suatu kabar gembira, yaitu dengan huruf
“laam” dalam kata “/akum” dan ditutup dengan berita gembira yaitu kehidupan.
Sedang perumpamaan di atas di mulai dengan kata pembunuhan dan diakhiri juga
dengan kata pembunuhan yang dimaksud adalah hai orang - orang berakal dan
kaum cerdik cendikia, mudah - mudahan kalian dapat menahan diri dan segera
meninggalkan hal - hal yang telah diharamkan oleh Allah Ta’ala dan perbuatan
dosa kepadanya serta takwa yang merupakan sebutan yang mencakup segala

macam bentuk ketaatan dan tindakan menjauhi segala bentuk kemungkaran®?,
Adapaun jenis sanksi yang telah ditentukan oleh islam antara lain :

1. Hudud berupa sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara’ bagi
suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah melakukan pelanggaran pada

kemaksiatan yang sama.

2. Jinayat berupa sanksi yang telah diberikan atas perbuatan yang merupakan
pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan gishaash atau

harta (Diyat).

3. Ta’zir berupa sanksi yang tergolong hak penetapannya diberikan kepada

khalifah. Hanya berupa sanksi dalam masalah ta’zir dibatasi dengan sanksi

H"Bait Syari’ah, “Tafsir Ibnu Katsir Dan Asbabun Nuzul”,
http://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/surah-al-bagarah-ayat-179-tafsir-ibnu.html, Diakses
pada, 16 Oktober 2020.



http://baitsyariah.blogspot.com/2019/01/surah-al-baqarah-ayat-179-tafsir-ibnu.html
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yang dijelaskan oleh syar’i, adapun itjihad penguasa hanya dapat

ditentukan pada ukurannya.

4. Mukhalafat adalah sanksi atas tindakan yang tidak sejalan dengan perintah

dan larangan yang ditetapkan oleh negara.

Siyasah dapat diartikan sebagai yang mengatur yang mengurus dan yang
memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Apabila
digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam Al — Bujarimi adalah
memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan berupa cara
memerintahkan mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap
suatu pemerintahan yang berlangsung. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa
Siyasah Dusturiyah adalah yang mengatur tentang kebijakan dan hubungan kerja
sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis

dan tidak tertulis?.

Al — ldarah merupakan sebutan administrasi dalam negara Islam.
Administrasi dalam Islam bermula sejak dari kegiatan kepenulisan. Bangsa Arab
pada masa pra Islam memang dikenal sebagai bangsa dengan tingkat keberanian
yang sangat tinggi. Masa sebelum adanya penyebaran agama Islam memang
dikenal dengan masa jahiliyah, atau zaman kebodohan atau zaman kegelapan®3.
Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu terbilang minoritas
kecakapan dalam baca tulis terbilang sangat istimewa. Penerapa sistem

administrasi Islam yang ditinjau dari kitab Sirah Nabawiah (Perjalanan Rasulullah

12 Muhammad Igbal, Figih Siyasah, Cet. ke-3 (Yogyakarta : Kencana, 2016), 26.

13 Al — Karmi, Al — Idarah Fi Ashari Ar — Rasul, Cet. ke-2 (Bogor : Pustaka Thariqul 1zzah, 2012),
8.
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dalam menjalankan Risalah Kenabian), Penerapan administrasi islam dapat

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yang muatannya :
1. Sistem Administrasi Negara
a. Administrasi Dalam Bidang Keuangan Negara
b. Administrasi Dalam Bidang Militer
¢. Administrasi Dalam Bidang Peradilan

Adminitrasi ini mencakup kedalam beberapa bagian yang terdiri dari, sebagai

berikut :
2. Administrasi Dari Berbagai Negeri Dan Pembagian Wilayahnya :
a. Administrasi Dalam Keagamaan
b. Administrasi Dalam kesekretariatan Dan Sekretaris
c. Administrasi Dalam Hubungan Umum (Diplomasi Islam)

Pada semasa zaman Nabi Muhammad SAW terkenal dengan suatu

perjanjian tertulis diantaranya :

1. Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh rasulullah
dengan kaum quraisy yang ditujukan untuk kepentingan umat islam pada

saat itu yang sedang ingin melaksanakan umrah pada bulan suci.

2. Piagam Madinah (Bahasa Arab: 4ull damaa) shahifatul madinah) juga
dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen tertulis

yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW merupakan suatu perjanjian


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_SAW
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formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di

Yasthrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 SM.4,

3. Perjanjian Agabah 1 merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh suku
Khazraj di al-Agabah dimulai pada tahun kedua belas sesudah kenabian

Muhammad Saw.

4. Perjanjian Agabah 2 merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara Nabi
Muhammad Saw dengan 73 orang penduduk Madinah yang ingin
berkunjung ke Kota Mekkah untuk meminta Nabi Muhammad Saw pindah

ke Madinah pada tahun ketiga belas masa kenabian Muhammad Saw.

Berkenaan dengan administrasi kesekretariatan dan sekretaris, bangsa
Arab pada masa jahiliyah telah mengenal tulis - menulis. Mereka
menggolongkannya sebagai salah satu yang laki-laki dapat dianggap sebagai
bagian orang-orang yang sempurna. Ibnu Sa’ad menuturkan hal ini dengan
ungkapannya; “Orang sempurna, menurut mereka pada masa jahiliyah dan pada
masa awal islam, adalah orang yang dikenal mampu menulis dengan bahasa Arab,
ahli berenang dan memanah”. Ketika umat Islam, pada waktu zaman Nabi
Muhammad saw. Mulai mengatur urusan pemerintahan yang baru didirikan di
Madinah. Dalam melaksanakan tugas ini, beliau bersama - sama sejumlah sahabat
yang mempunyai keahlian membaca dan menulis. Lalu beliau membagi para ahli
itu menjadi beberapa bagian khusus. Adapun yang khusus mencatat dan
membukukan wahyu yang paling terkenal adalah Zaid bin Tsabit menjadi juru

tulis wahyu sepanjang Rasulullahn saw.

4 Suyuthi, Figh Siyasah Al — Idariyah, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.


https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
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Sedangkan administrasi hubungan internasional (diplomasi islam) sejak
sebelum islam, telah dikenal oleh masyarakat Mekkah dengan
kata sifarah (kedutaan). Bidang ini dulu dijabat oleh Bani Adi yang pernah
menjabat kedudukan ini adalah Umar bin Khathab. Adapun kata diplomasi belum
dikenal pada masa awal islam. Artinya, kata tersebut kata - kata tersebut masuk
ke dalam kamus - kamus bahasa Arab pada masa belakangan. Pada masa
pemerintahan Rasulullah SAW®. Digunakan beberapa istilah, yaitu As-Sifarah,
Ar-Rasul, dan Al-Barid. Hubungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Mulanya hanya terbatas pada aspek negoisasi individual, mengirim surat, dan
mendelegasikan utusan kepada suku - suku dan para raja untuk memperkenalkan
dan menyerukan islam kepadanya. Atas dasar ini, jabatan sifarah (diplomasi)
adalah sebuah jabatan yang sangat penting yang mendapat perhatian besar

dari negara.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa langkah, mulai sosialisasi
pencegahan, kesiapan layanan kesehatan rumah sakit milik pemkot, penyediaan
fasilitas kesehatan khusus kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga
(Unair), penolakan kapal pesiar, dan yang terbaru peniadaan semua kegiatan Car
Free Day (CFD) Surat Pemberitahuan kedua dengan  Nomor
003.1/7099/436.8.4/2020 tentang Larangan Pelaksanaan Kegiatan Dalam HUT ke
— 75 Kemerdekaan RI tahun 2020. Hal itu selaras dengan permintaan DPRD Kota

Surabaya agar Pemkot Surabaya membentuk gugus tugas daerah percepatan

15 Junaidi Ath-Thayyibiy, Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat, Cet. ke-1
(Jakarta : Hidayatul Islam, 2007), 49.
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penanganan Covid — 19, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI (Keppres)
No. 7 Tahun 2020.%¢

Virus Covid — 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus
corona yang baru — baru ini ditemukan. Vaksin yang digunakan sampai saat ini
belum ditemukan secara jelas dan pasti terkait para ilmuwan di bidang medis yang
berusaha mencari obat penyembuhan atas penanganan virus tersebut. Sebagian
besar orang yang tertular virus Covid — 19 akan mengalami gejala ringan hingga
sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Terlebih lagi saat negara dalam
keadaan abnormal terkait dengan berlangsungnya wabah Pandemi Virus Covid —
19 yang kemudian menyebar mulai masuk ke negara Indonesia yang telah banyak
mengeluarkan kebijakan — kebijakan yang dirasa cukup untuk membantu

memutus penyebaran mata rantai Virus Covid — 109.

Oleh karena itu penulis menginginkan metode penelitian hukum empiris
terkait Pemberlakuan dan Penerapan terkait Sanksi Administratif oleh Perwali
Surabaya No. 33 Tahun 2020 tentang Tatanan Normal Baru Maka dari itu
mengambil Penelitian Kuantitaif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan
teori — teori yang dianggap relevan, untuk menghasilkan suatu teori yang
menguatkan teori yang sudah ada. Dengan pendekatan Socio Legal Studies
(Melihat hukum di tengah — tengah masyarakat) sebab dipastikan dengan kondisi

yang belum kunjung usai membaik namun bilamana memungkinkan akan juga

16 Ghinan Salman, “Pemkot Surabaya Hentikan Sementara Kegiatan Car Free day”,

https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/20304691/pemkot-surabaya-hentikan-sementara-

kegiatan-car-free-day, diakses pada, 8 Oktober 2020.



https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/20304691/pemkot-surabaya-hentikan-sementara-kegiatan-car-free-day
https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/20304691/pemkot-surabaya-hentikan-sementara-kegiatan-car-free-day
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dilakukan pendekatan dalam penelitian lagi yang relevan mengingat kebenaran

dan ketepatan dalam pengambilan data — data yang valid dan akurat.

1.2 ldentifikasi Dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di identifikasikan permasalahan —

permasalahan sebagai berikut :

1. Masyarakat Surabaya menganggap wabah pandemi Virus Covid — 19
sebagai penyakit biasa yang bisa sembuh dengan sendirinya dan
melalaikan protokol kesehatan dikarenakan penyakit tersebut tidak bisa

dilihat dengan panca indera.

2. Banyaknya tempat — tempat keramaian di Surabaya yang tidak
menjalankan protokol kesehatan sehingga semakin memperparah dan

memperpanjang permasalahan yang tak kunjung usai.

3. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi
administratif terhadap pelanggar yang diyakini sebagai bentuk pelanggar

protokol kesehatan.

4. Ketidakjelasan sanksi administratif yang dimuat dalam Peraturan Walikota
Surabaya terkait pelanggar yang dikenakan sanksi sosial tanpa adanya
denda administratif sehingga memicu untuk mengulangi perbuatannya

lagi.

5. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat Surabaya terhadap
pentingnya 3M yakni, (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun,

dan Menjaga Jarak).
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6. Sanksi yang seharusnya diatur sebagai efek jerah terhadap pelanggar
Perwali malah dijadikan sebagai ajang untuk mencari hiburan dan banyak

masyarakat Surabaya yang senang dengan adanya sanksi tersebut.

7. Sanksi Administratif yang dimuat dalam Perwali telah melanggar Undang
— Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sehingga tidak menutup kemungkinan untuk segera dicabut atau

digantikan dengan undang — undang yang baru.

8. Penerapan Jam Malam di kota Surabaya yang menuai respon negatif
terhadap masyarakat Surabaya sehingga menyebabkan membatasi ruang

gerak, perekonomian, keagamaan dan lain sebagainya.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, maka akan penulis paparkan

beberapa identifikasi dan batasan masalah yang hendak diteliti, yakni :

1. Analisis yuridis terhadap sanksi administratif terhadap sanksi administratif
dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Tatanan Normal Baru

2. Analisis figh siyasah dusturiyah idariyah terhadap sanksi administratif
dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Tatanan Normal Baru
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1.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pemberian sanksi administratif
dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru ?
2. Bagaimana Analisis Figih Siyasah Dusturiyah Idariyah terhadap
penerapan sanksi administratif dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun

2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota

Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.

2. Untuk mengetahui faktor — faktor yang mempengaruhi efektifitas
pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Tatanan Normal Baru.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan Teoritis atau keilmuan, yaitu diharapkan hasil penelitian dapat
memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum terutama yang
berkaitan dengan kajian efektifitas peraturan perundang — undangan,

khususnya terkait Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020.

2. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan bagi semua stakeholder

terkait sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk
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menyelesaikan persoalan yang sejenis. Ditujukan khususnya, bagi

pengambil kebijakan, para praktisi hukum dan masyarakat awam.

1.6  Definisi Operasional
Dalam hal ini memuat penjelasan berupa pengertian yang bersifat
operasional dari konsep penelitian, sehingga bisa dijadikan sebagai
landasan dalam menelusuri, dan mengkaji konsep tersebut melalui
penelitian. Karenanya, dalam skripsi ini memiliki beberapa definisi

operasional yang jelas terkait pokok kajiannya, sebagaimana berikut :

1. Figh Siyasah Dusturiyah Idariyah

Figh Siyasah Dusturiyah Idariyah ini merupakan salah satu aspek
hukum Islam yang membahas terkait kebijaksanaan pemerintah
tentang peraturan perundang — undangan yang mengatur hubungan
antara pemerintah dengan rakyat / masyarakat dalam konteks
Idariyah yang berarti admnistratif pemerintahan dalam Islam.
sehingga dalam hal ini penelitian figh siyasah dusturiyah idariyah
yang dimaksud, memfokuskan kepada kebijakan sanksi
admnistratif yang dimuat dalam Peraturan Walikota Surabaya No.

33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.

2. Yuridis

Yuridis dalam hal ini merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
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mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat. persoalan hukum yang berkaitan dengan
subtansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan
Perundang — Undangan yang baru. Bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini diantaranya Undang — Undang Dasar 1945
(UUD 45), Undang — Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Undang -
Undang No. 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,
Undang — Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan dan Perwali Surabaya No. 33Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru Perubahan Kedua Setelah
Peraturan Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2020 Tentang Virus

Corona Disease (Covid — 19).

. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam hal ini berupa sanksi yang dikenakan
terhadap suatu pelanggaran administratif atas ketentuan peraturan
yang bersifat administratif, yang dapat berupa pencabutan izin,
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda

administratif, atau daya paksa polisional serta paksaan pemerintah.
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1.7 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya,

sebagaimana berikut ini :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian empiris
normatif. Penelitian empiris normatif yang dimaksud adalah metode
penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang
kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur — unsur empiris.
Singkatnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan hukum berupa Socio Legal Studies (Melihat hukum di tengah
— tengah masyarakat).
Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif
ialah sebuah metode dalam meneliti suatu objek dengan membuat
deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif
mengenai fakta, sifat, ciri — ciri, serta hubungan antar unsur yang ada atau
fenomena tertentu.
2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang hasil

penelitian adalah :
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari

responden dilapangan atau dilokasi penelitian. Responden yang
dimaksud yakni wawancara dengan Kasie Operasional Dan

Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), yang menjadi
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aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Penegakan Sanksi
Administratif dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa
buku, dokumen, peraturan perundang — undangan, majalah, surat
kabar, media, internet, dan lain — lain yang berhubungan dengan objek

penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah seluruh data terkumpulkan, kemudian akan dianalisis dengan

beberapa tahapan sebagaimana berikut :

a. Pengumpulan data melalui literatur — literatur yang diteliti untuk
penulisan skripsi ini seperti mengenai Peraturan Walikota Surabaya
No0.33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

b. Studi Dokumen
Studi yang berupa bahan — bahan atau informasi yang sudah
didokumentasikan oleh lembaga pemerintah ataupun non pemerintah
baik juga yang dikeluarkan oleh media.

c. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan secara langsung di lapangan terhadap
obyek yang diteliti seperti efektifitas pelaksanaan sanksi administratif
dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020

d. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak — pihak yang terkait dengan

Perwali ini, yaitu memberi pertanyaan seputar masalah yang terkait
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dengan tujuan penulis bisa mengambil dan mengolah hasilnya menjadi

sebuah penelitian dan kesimpulan guna penyelesaian skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data
Data — data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder
kemudian akan diolah untuk dianalisis serta mengahasilkan kesimpulan.
Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang
jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang
dipergunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan
selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat

kaitannya dengan penelitian ini.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan sebagai
salah satu bagian yang besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi serta
agar memudahkan jalan pemikiran dalam memahami penulisan skripsi ini secara
keseluruhan, diantaranya sebagaimana berikut :

Bab pertama, akan membahas terkait pendahuluan yang teridi dari latar
belakang masalah memaparkan sejauh mana masalah dari penelitian ini,
identifikasi dan batasan masalah berisi klasifikasi penelitiaan terkait adanya sanksi
administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang

Pedoman Tatanan Normal Baru. Hingga menghasilkan dua butir rumusan masalah
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yakni analisis yuridis dan figih siyasah dusturiyah idariyah terhadap sanksi
administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru, teridiri dari dua Tujuan Penelitian, dua Kegunaan
Hasil Penelitian, kemudian Definisi Operasional dengan Metode Penelitian
Kualitatif di tutup dengan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, yakni terkait keadilan hukum,
kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Kemudian membahas konsep da\ri
figh siyasah dusturiyah idariyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkupnya
figh siyasah, dusturiyah, idariyah, imamah, dan dewan hisbah.

Bab ketiga, berisi data penelitian yang memuat dekripsi umum objek
lokasi penelitian, berupa ketentuan — ketentuan yang termuat seperti hal nya
secara geografis dan demografis, sosio — kultural / sosial budaya, ke — agama an,
ekonomi dan pendidikan tidak lupa juga didukung data — data persebaran mata
rantai virus Covid — 19 di Jawa timur dan Kota Surabaya, data hukuman
pelanggar Peraturan Walikota Surabaya serta adapun juga data hasil wawancara.

Bab ke empat, yakni Bab Analisis data yang memuat analisis data
penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Dalam
bab ini membahas analisis yuridis dan figh siyasah dusturiyah idariyah terhadap
sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020
Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.

Bab ke lima, merupakan bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan
saran. Berupa kesimpulan sebagai jawaban ringkas yang tidak memuat hal — hal
baru di luar permasalahan, seta memperhatikan relevansi antara rumusan masalah

dan tujuan penelitian. Kemudian menyajikan beberapa saran berisi tindak lanjut



26

penelitian maupun rekomendasi terkait dengan topik yang pembahasan dalam

skripsi ini



BAB Il

KONSEP TEORITIK PERATURAN WALIKOTA DALAM FIQH

SIYASAH DUSTURIYAH IDARIYAH

2.1 Teori Keadilan

Hukum sangat erat dan tidak dapat dpisahkan dengan keadilan. Bilamana
jika kita melihat dalam konteks hukum bahwa hukum harus benar — benar
digabungkan dalam keadilan sehingga tujuan hukum itu! untuk mencapai dan
tercapainya rasa keadilan kepada masyarakat. Suatu hukum dan peradilan tidak
bisa dibentuk dengan hal yang mudah begitu saja tanpa memperhatikan keadilan

karena jika berbicara adil itu termasuk pengertian yang relatif dan hakiki.

Kemudian keadilan dapat diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) yang artinya adalah adil, tidak sewenang — sewenang, tidak
memihak, tidak berat sebelah. Keadilan banyak versi diantaranya berupa konsep
yang relatif sehingga dapat diterjemahkan setiap orang tidak sama akan tetapi
dalam hal ini bahwa adil menurut yang satu tapi belum tentu adil menurut yang

lainnya.

Dalam negara kita Republik Indonesia sudah dijelaskan digambarkan
dalam Pancasila terutama sila kelima yang berbunyi “Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia”. Dalam sila kelima tersebut sudah sangat jelas bahwasannya

yang terkandung dalam nilai dan sifat yang dapat dijadikan untuk tujuan dalam

! Muhammad Syukri, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cet. ke-2 (Jakarta : Kencana, 2017),
95.
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hidup bersama — sama. Dalam hal ini keadilan dalam bentuk dan wujud nya

tentunya perlu diwujudkan diantaranya? :

a)

b)

Bentuk Keadilan Distributif yang mengatur peranan keadilan
dengan negara terhadap warganya, mencakup hal ini bermakna
pihak negaralah yang sekiranya wajib memenuhi keadilan dalam
bentuk keadilan seperti membagi berupa bentuk kesejahteraan
umum, bantuan dan subsidi serta kesempatan lainnya yang dapat

hidup bersama berupan didasarkan pada hak dan kewajiban

Bentuk Keadilan Legal yang mengatur suatu peranan keadilan
antara warga negara dengan negara dan dalam titik masalah yang
kompleks ini sehigga pihak warga negara lah yang wajib
memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan segala setiap

perundang — undangan yang berlaku dalam negara.

Bentuk Keadilan Komutatif yang mengatur suatu peranan keadilan
dengan warga negara yang satu dengan yang lainnya sehingga

dapat dilihat secara global apat berupa hubungan timbal balik.

Nilai dalam keadilan haruslah didasari kepada dasar — dasar yang tentunya

diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga

tujuan suatu negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai — nilai dalam keadilan

tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara dengan sesama negara

2 Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. ke-1 (Jakarta:
Kencana. 2014), 78.
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bangsa dengan sesama bangsa dan prinsip — prinsip juga harus menciptakan
kehidupan dan ketertiban. Adapun keadilan menurut menurut pandangan para

pendapat ahli® :
a) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat sangat umum sehingga
dalam buku karyanya yang berjudul Etika Nichomachea yang
memaparkan suatu adanya pemikiran tentang keadilan. Dalam hal
ini juga Aristoteles menemukan perbedaan antara keadilan

diantaranya keadilan korektif dengan keadilan distributif :

1) Keadilan Distributif berupa keadilan yang diberlakukan
dalam skema hukum publik yakni menekankan kepada
distribusi, honor kekayaan, dan barang — barang lain yang

diperoleh oleh anggota masyarakat

2) Keadilan Korektif yang berupa pembenaran dengan
hubungan atas segala sesuatu yang teah dilihat nya salah,
dalam hal ini memberikan kompensansi terhadap para
pihak yang dirugikan atau hukuman yang telah disesuaikan
atas perbuatannya. Sehingga terjadi sanksi dan ganti
kerugian merupakan bagian yang tidak terlepas dari

keadilan

b) Teori Keadilan Menurut John Rawls

3 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Media Karya, 2014),
29.
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Menurut pendapat ahli seperti John Rawls bahwasannya keadilan
adalah Fairness (Justices as Fairness). Sehingga berakar dari pada
teori kontrak sosial Locke dan Rossesau serta tidak terlepas dari
ajaran Deontologi yang dari sumbernya seperti Immanuel Kant

Dan adapun pendapatnya seperti berikut* :

1) Keadilan adaah segala sesautau yan telah dikehendaki
dengan rasa adil Sehingga manusia dan masyarakat itu
tidak mengetahui yang aslinya, tidak tahunya tujuan dan
rencana hidup mereka, serta tidak tahu menahu mereka

milik dari generasi yang mana (Veil Of Ignorance) .

2) Keadilan sebagai Fairness yang bisa dan dapat
menghasilkan keadilan prosedural murni keadilan tidak

dapat dilihat dari hasilnya melainkan dari sistem itu sendiri.

3) Terdapat prinsip keadilan serta dalam bentuk kebebasan
yang sama seimbang (Principle of greatest equal libertiy)

dalam hal ini terdiri dari :

I.  Kebebasan dalam memerankan kehidupan politik
seperti menyampaikan dan melakukan hak bersuara,
hak mencalonkan diri dalam suatu pemilihan seperti

kampanye dan sebagainya®.

4 Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cet. ke-2 (Jakarta : Kencana, 2011), 76.

> Budi Tarmono, llmu Politik Perundang — Undangan, Cet. ke-3 (Bandung : Media Pustaka,
2014), 157.
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Kebebasan Berbicara termasuk dalam kebebasan
pers, berbicara  dihadapan ~ umum,  dan
mengemukakan pendapat dalam suatu tempat tanpa

menyinggung SARA (Suku, Ras, dan Agama).

Kebebasan Berkeyakinan seperti halnya tidak
adanya paksaan dalam memeluk agama, memilih
dan meyakini agama yang benar berdasarkan hati
nurani masing — masing individu dan menjalankan

kewajiban ibadah serta sebagainya

Kebebasan dalam dan untuk menjadi diri sendiri
(Person) yang dimana tidak terprovokasi oleh orang

lain

Hak untuk mempertahankan milik pribadi

c) Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

d)

Dalam hal ini keadilan adalah bentuk perbuatan yang sudah sangat

jelas adilnya berdasarkan kepada bentuk perjanjian dimana telah

terjadi kesepakatan sehingga termuat dalam kedua belah pihak

yang saling berakad kontrak.

Teori Keadilan Menurut Han Kelsen

Keadilan dapat dijelaskan dengan suatu tertib sosial tertentu yang

dibawah naungan lindungan usaha dalam mencari kebenaran

sehingga bisa berkembang dan subur sebab karena keadilan
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merupakan sebagai pencapaian dalam suatu keadilan yang

merdeka.®

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus
pasti dan adil. Kepastian Hukum suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara
pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah
satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk
nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap
suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian
hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan
tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.
Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna

karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.’

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-

undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga

& Umar Mahmud, Teori Keadilan Dalam Hukum, Cet. ke-1 (Yogyakarta : Sinar Grafindo, 2004),
63.

7 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2004), 24.
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aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.®

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama
mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang
konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum
dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti
keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan
Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh
aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang
berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan
tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya

hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

a) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

b) Instansi - instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat

kepadanya.

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap

aturan - aturan tersebut.

& Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 24.
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d) Hakim - hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir
menerapkan aturan - aturan hukum tersebut secara konsisten

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum®.
e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan
tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan
keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan
kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta
bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada

dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.

2.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah
memberikan kemanfaatan kepada sebanyak - banyaknya orang. Kemanfaatan di
sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik -
buruk atau adil - tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu
memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti
bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan)
seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan
kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham
(Teori Utilitis). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum

menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat.

9 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 37.
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Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan
keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan

kebahagiaan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian
hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan

intern pribadi :

a) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.

b) Menciptakan keadilan dan ketertiban.

c) Menciptakan ketertiban, keteraturan dan keamanan hidup antar

anggota masyarakat.

d) Memberi petunjuk dalam hidup bermasyarakat.

2.4 Dalam Objek Kajian Figh Siyasah

Istilah figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni figh dan siyasah. Secara etimologis, figh merupakan
bentuk mashdar dari tashrifan kata fagiha — yafgahu - fighan yang berarti
pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan
dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, figh lebih populer
didefinisikan sebagai berikut: llmu tentang hukum - hukum syara’ yang bersifat

perbuatan yang dipahami dari dalil - dalilnya yang terperinci.

Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi,

siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.
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Definisi lain ialah 1bn Qayyim dalam Ibn ‘Aqil menyatakan: "Siyasah adalah
segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan
lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan

(bahkan) Allah tidak menentukannya"*°.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, figh
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang
seluk - beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara
pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai
kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang dijalaninya.

Prinsipnya definisi - definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah
berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat
dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan
menjauhkanya dari kemudaratan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,
terdapat dua unsur penting di dalam Figh Siyasah yang saling berhubungan secara

timbal balik.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, Figh Siyasah
itu mirip dengan ilmu politik, yang diambil pendapat dari Wirjono Prodjodikoro
bahwa: “Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya

bersifat eksklusif dan unsur masyarakat”. Akan tetapi, jika dilihat dari segi

0 Imam Al - Mawardi, Hukum Tata Negara Dalam Takaran Islam, Cet. ke-2 (Jakarta: Gema
Insani Press, 2000), 23.
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fungsinya, figh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang
dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa figh siyasah (siyasah syar’iyyah) tidak hanya
menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama

menjalankan fungsi pengarahan (“ishlah).

Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi
pelayanan, bukan pengarahan. Definisi politik adalah: Segala urusan dan tindakan
(kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara
atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan
sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.
Ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama

sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum??,

Objek kajian figh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara
warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan
lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara,
baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat
ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti
itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M.*?

Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan - pekerjaan
mukallaf dan urusan - urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan

mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang Kita tidak

11 Rahmat, Teori Politik Islam, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 35.

12 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin dan Politik Islam”, Cet. ke-2
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 86.
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peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari
nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”. Hal yang sama ditemukan
pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu siyasah
adalah pengaturan dan perundang - undangan yang dituntut oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok - pokok agama dan merupakan

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan
perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan
ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-
masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas
Figh Siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas
Figh lain, dalam Figh Siyasah juga menggunakan Iimu Ushul Figh dan Qowaid

figh.

2.5 Objek Kajian Figh Siyasah Dusturiyah

figh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat
/ masyarakatnya. Sebab dikarenakan dalam suatu hal figh siyasah dusturiyah
hanya dibatasi dengan pengaturan perundang — undangan (Kebijakan) yang
ditetapkan oleh hal ihwal kenegaraan dalam penyesuaiannya berdasarkan prinsip
— prinsip agama sehingga realisasi kemaslahatan manusia serta memenubhi
kebutuhannya. Ulama, kiai serta para fugaha islam lebih banyak berdiskusi

tentang pemerintahan daripada suatu negara.*® Hal ini disebabkan antara lain oleh

13 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‘iyyah, Cet. ke-1 (Kairo: Dar al - Anshar, 1977), 45.
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Perbedaan pendapat antara negara dan pemerintah yang
hanya memiliki arti teoritis dan setiap perbuatan negara

didalam kenyataannya adalah suatu perbuatan pemerintah.

Karena sangat eratnya sehingga tidak dapat dipisahkan
hubungan antara pemerintah dengan negara sehingga dalam
hal ini pemerintah disusun sedemikian rupa sebagai

organisasi dan digunakan sebagai alat negara.

Sedangkan Fugaha mencurahkan perhatiannya kepada
kepala negara (Imamah) karena orang — orang Yyang
menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala

negara (Imam)

Mengenai secara fakta masalah yang dipersoalkan
semenjak Rasulullah SAW wafat adalah masalah kepala
negara sebab secara logika apabila para fugaha (Pendapat
Ahli) memberikan perhatian nya kepada masalah negara
dan pemerintahan ketimbang masalah ketatanegaraan

lainnya.

Timbul tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak
timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur — unsur

negara lainnya®,

14 Wirjono Prodjodikiro, Asas — Asas Ilmu Negara dan Politik, Cet. ke-1 (Bandung: Eresco,

1971), 18.
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Oleh karena itu, terdapat dikalangan para Fugaha dan ulama Islam yang
berdiskusi bagian — bagian dari negara. Apabila kita diharuskan memahaminya
maka penggunaan kata Dustur sama dengan Constitution dalam bahasa Inggris,
atau Undang — Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Sebab kata “Dasar” dalam
bahasa Indonesia tidaklah mustahil. Sehingga pengguanaan kata Dusturi
merupakan dalam satu ilmu yang membahasa pemerintahan dalam arti luas sebab
terkumpul prinsip — prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu
negara. Figh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas
dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan figh siyasah dusturiyah

umunya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

a) Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal
mengurus tatanan kehidupan uamt termasuk dalam hal
bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk

mengatur akhlak manusia.

b) Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama’ dalam
menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi
perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan
bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemslahatan

bersama.

2.6 Objek Kajian Figh Siyasah Idariyah
Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat

membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari
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sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara
(siyasah idariyah) pada masanya dikontruksikan dengan sistem, landasan serta
garis kebijakan semua orang Islam. Kata Idariyah berasal dari bahasa arab yaitu
masdar dari kata adara — asy — syay’ ayudiru idariyah yang artinya mengatur atau
menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyah secara istilah, terdapat banyak
pakar yang mendefinisikan siyasah idariyah disebut juga hukum administrasi (Al

— Ahkam Idariyah)®.

Kata Idariyah dalam Al — Quran tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai.
Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah tudirunnaha dan
kata tadiru. Di dalam Al — Mu’jam Al — Mufahras dibawah kata “dawr” telah
dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi il tsulasi “Dara”
begitu juga setelah menelaah kitab — kitab indeks hadist, jelas bahwa kata Al —
Idarah tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah
SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “dawr” dan
semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata ““ idarah” jadi hal ini

menegaskan bahwa istilah tersebut barfu digunakan di era modern?®.

Pada dasarnya Siyasah Idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama
yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerja sama
antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk

mencapai suatu tujuan di dalam Islam.

15 Ibrahim Hasan, Hukum Administrasi Islam, Cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 83.

¥ Mujar lbnu Syarif, Figh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”, Cet. ke-3 (Jakarta:
Gelora Aksara Pratama, 2008), 27.
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2.7 Objek Kajian Imamah

Imamah merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata amma, menurut
Ibnu Mandzur berarti yang berada di depan atau ketua. Serupa dengan penjelasan
dalam Al-mu’jam Asy-syamil limustholahat al-falsafah karya Dr. Abdul Mun®“im
al-Hifny, Imam adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan
dunia, yang harus diikuti oleh seluruh umat. Jadi, orang yang menjadi pemimpin
harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh. Kedudukan imam sama
dengan penanggung jawab urusan umat. Sedangkan Muhammad Rasyid Ridho
dalam bukunya al - Khilafah, kata Imamah, Khilafah, serta Amirul Mukminin
ketiganya mempunyai makna yang sama yaitu kepemimpinan satu pemerintahan

Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya

Dengan dimasukkannya Imamah (kepala negara dan pemerintahan) dalam
bagian keimanan yang harus diyakini kebenarannya, tentu saja berlainan dengan
Ahlussunnah wal Jama ah. Karena sesuai metode pemahaman Ahlussunnah wal
Jama’ah bahwa penetapan dasar agidah menggunakan At-Taufiq bainan-naqli
wal-‘agli (al-Qur’an, hadist dan AnNazhar), maka dasar-dasar keimanan yang
enam itu diambil sepenuhnya dari nash al — Qur’an dan hadist - hadist Nabi

Muhammad SAW.Y’

Seorang Imam berhak menuntut ketaatan dari para pengikutnya
kendatipun ia tidak memiliki kekuasaan politis. Dalam hal ini terlihat jelas dalam
kemampuan seorang imam untuk menginterpretasikan wahyu Ilahi secara

otoritatif. Apa yang diputuskan para imam, wakil - wakil yang dapat

17 A. Dzajuli, Figh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah,
Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), 47.
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membangkitkan suatu kepercayaan baik di kalangan biasa (awam). Persoalan
Imamah dan politik Islam merupakan persoalan yang paling penting. Sebab Islam
adalah suatu sistem dan hukum, metode politik, kepemimpinan umat dan undang-
undang hidup. Bahkan di dalam politik, umat diarahkan kepada tujuan-tujuan
syari“at yang berupa kemaslahatan kemanusiaan, memberantas kerusakan dan
kemerosotan dan mendidik manusia dengan pendidikan. Oleh karena itu, Islam
dan kaum muslimin sangat menaruh perhatian dalam persoalan Imamah,
kewenangan menangani urusan (wilayah kekuasaan) kaum muslimin serta

kepemimpinan politik dan agidah mereka.

2.8 Objek Kajian Dewan Hisbah

Secara etimologis, kata hisbah berasal dari kata hasaba — yahsubu —
hasban — hisaban — hisbanan — husbanan — hisbatan — hisabat - an, yang berarti
upah dan balasan (al-ajr wa al-thawab). Hans Wehr menyatakan bahwa kata
hisbah diambil dari kata hasaba yang berarti menghitung (reckoning dan
computing), berpikir (thinking) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Kata
yang berkaitan dengan hisbah yang berakar dari kata kerja ini, yaitu ihtisab
(computation, calculation, consideration, reflection, debiting, crediting,
valuation, contentedness, satisfaction), dan muhtasib (bursar, treasurer).
Sedangkan Ibn Manzhlr (w. 711 H) menjelaskan bahwa kata al-hisbah berasal
dari kata al-ihtiséb, seperti halnya al- iddah yang berasal dari kata al-i ‘#iddd.
Sehingga yang dimaksud ialah al-ihtisdb dalam beramal salih dan menghindari
perbuatan tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan

mengusaha - kannya dengan melakukan kebaikan - kebaikan.
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Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan di sini bahwa al - hisbah atau al
- ihtisab berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan
penuh kesadaran dan perhitungan. Kesadaran ini tumbuh dari keikhlasan untuk
melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab menyampaikan kebaikan
dan mencegah kemungkaran yang ada di hadapannya.

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki
PERSIS. Pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948 — 1960), lembaga ini
disebut dengan Lembaga Majelis Ulama. Keberadaan PERSIS dikenal luas sejak
awal justru karena keberadaan lembaga hukumnya yang telah lahir secara
informal sebelum dideklarasikannya PERSIS. Pada awalnya Dewan Hisbah masih
bernama Majelis Ulama, namun pada tahun 1962 — 1983 ketika PERSIS dipimpin
oleh KH. E. Abdurrahman, Majelis Ulama di ubah nama menjadi Dewan Hisbah
hingga sekarang.*®

Untuk lebih mengarahkan kinerja Dewan Hisbah dibentuklah 3 komisis
dewan hisbah dengan tugas sebagai berikut :

a) Komisi Ibadah Madhlah yang memiliki tugas menyusun konsep petunjuk
pelaksanaan ibadah praktis untuk pegangan anggota dan calon anggota;
merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan
mempresentasikan hasil sidang komisis dalam sidang lengkap.

b) Komisi Muamalah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah —
masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil

pemantauan atau atas dasar masukan dan komisis lain atau dari luar;

'8 1bid, 50.
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merumuskan hasil sementara pembahasan dalam bidang komisi;
mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

¢) Komisi Aliran Sesat yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan
mengenai aliran — aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil
sementara pembahasan dalam sidang komisi, dan melakukan presentasi
hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Jadi bisa dikatakan bahwa Dewan Hisbah adalah lembaga khusus PERSIS
yang menangani perkembangan soal atau permasalahan baru dalam masyarakat
yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun juga meneliti nas — nash Al — Quran
yang berkaitan dengan ibadah Nahdlah, serta memberikan fatwa — fatwa hukum
kepada jam’ah PERSIS, baik berdasarkan pertanyaan jam’ah maupun hasil

pencermatan para anggotanya.



BAB |11

METODE DAN DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Secara Geografis dan Demografis
Lokasi yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris — normatif ini
berada sangat strategis yakni di tempat Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi
Jawa timur terkait Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur terletak di
tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada diantara 7° 9'- 7° 21'
Lintang Selatan dan 112° 36' - 112° 54' Bujur Timur.
Daftar Gambar : 3.1.

Daftar Gambar peta Geografi kota Surabaya

Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara dan Timur,
Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.
Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran rendah
dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari

3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah selatan (6,52
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persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25 - 50 meter di

atas permukaan laut dan pada kemiringan 5 — 15 persen..

Secara topografi, sebagian besar (25.919,04 Ha) merupakan dataran
rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan
kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah
selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25 -

50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5 — 15 persen’.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran
Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar
yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir
melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan Q rata2 = 26,70
m3/detik, Kali Mas dengan Q rata2 = 6,26 m3/detik dan Kali Jagir dengan Qrata2
= 7,06 m3/detik. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya
merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan
mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Secara administrasi
pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi
koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat.
Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah
kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga

(RW) dan 9.271 Rukun Tetangga (RT).

ISuyanto Adenan, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Surabaya”
https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/files/doc_765.pdf, diakses pada, 8 Februari
2021.



https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/files/doc_765.pdf

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota
Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.929.528 orang
dengan komposisi yang relative seimbang antara laki-laki dengan perempuan
yaitu terdiri dari 50,18 persen Laki-laki dan 49,82 persen perempuan. Dengan luas
wilayah yang seluas 33.048 Ha maka tingkat kepadatan Kota Surabaya sebesar
8.864 jiwa / km2. Jika dilihat berdasarkan struktur usianya, penduduk Kota
Surabaya lebih banyak berusia produktif yaitu 35 tahun sampai 54 tahun atau
sebesar 32,98 persen dari total penduduk, selanjutnya pada usia 15 tahun sampai

34 tahun atau sebesar 32,95 persen.

Sedangkan pada proporsi penduduk usia tua hanya 14,89 persen dan
sisanya proporsi penduduk usia muda atau anak-anak yaitu usia kurang dari 14
tahun yaitu 19,19 persen. Gambar 2.5. Piramida Penduduk Kota Surabaya Tahun
2010 kemudian diolah Berdasarkan data sensus penduduk, tingkat pertumbuhan
penduduk Kota Surabaya dari tahun 1980 sampai 1990 mencapai 2,06 persen,
selanjutnya sampai tahun 2000 tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 0,5
persen. Dalam lima tahun terakhir, berdasarkan hasil registrasi penduduk rata-rata
tingkat pertumbuhan penduduk Kota Surabaya meningkat 1,76 persen.
Meningkatnya pertumbuhan tersebut terutama sebagai akibat dari tingkat
kelahiran dan urbanisasi diiringi dengan meningkatnya usia harapan hidup

penduduk Kota Surabaya



3.2 Secara Sosio Kutural / Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya

adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan

strategis social - budaya yang ada di Kota Surabaya, yakni :

1.

Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit
Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar
budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah
di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya
yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur

religi yang kuat.

Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan
Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada
di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI
Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial

terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.

Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo - Diponegoro serta
kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di
Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan

dan lingkungan cagar budaya.®.

Ciri khas utama karakter Arek Suroboyo adalah dari segi bahasa.

Bahasa yang digunakan di Kota Surabaya sedikit lebih kasar

3 Admin, “Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS) ”,
https://surabayakota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html, diakses pada, 9 Februari 2021.
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dibandingkan dengan karakter bahasa masyarakat Mataraman
(Mataraman adalah sub kultur Jawa yang berada lebih dekat ke Solo
dan Jogja, di wilayah karasidenan madiun dan Kediri). Meskipun
bahasa dalam karakter Arek seringkali menggunakan bahasa Ngoko
(Bahasa Jawa yang paling kasar) dalam berkomunikasi, namun bukan
berarti masyarakat Surabaya melupakan adanya sopan santun atau adab
dalam menjalin hubungan komunikasi. Arek sebagai salah satu
kekayaan kultur Jawa Timur memiliki karakteristik yang keras khas

pesisir.

3.3 Secara Berkeyakinan Dalam Memeluk Agama
Tabel : 3.1

Daftar Umat Beragama

Data Umat Beraiama
NO. AGAMA PEMELUKNYA
1 Islam 84,79%
2 Kristen 9,82%
3 Katholik 4,21%
4 Hindu 0,33%
5 Budha 1,76%
6 Lainnya 0,01%

Komposisi Penduduk Kota Surabaya ditinjau menurut agama yang dipeluk
menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas memeluk agama Islam.

Pada tahun 2020, penduduk Surabaya yang memeluk agama islam sebanyak 84,79



persen, selanjutnya pemeluk agama Kristen sebanyak 9,82 persen, kemudian
pemeluk agama Katholik sebanyak 4,21% persen sedangkan penduduk yang
memeluk agama Hindu, Budha dan lainnya, masing masing 0,33,1,76 dan 0,01
persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3.4 Secara Ekonomi

Perkembangan ekonomi Surabaya relatif tinggi dibanding pertumbuhan
rata-rata Nasional (5,74%) maupun Jawa Timur (5,90%) pada tahun 2006 — 2010.
Pertumbuhan ekonomi ini lebih didorong oleh pertumbuhan sektor tersier
khususnya pertumbuhan di sektor perdagangan, jasa dan komunikasi yang
pertumbuhan rata-ratanya berkisar antara 6% hingga 7% per tahun. Surabaya
sebagai ibukota provinsi, sangat diuntungkan dengan adanya infrastruktur
penunjang ekonomi seperti Terminal Purabaya, Pelabuhan Tanjung Perak,
Bandara Internasional Juanda dan Stasiun Kereta Api Gubeng, yang mempunyai
peran cukup strategis dan diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan

pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Kekuatan ekonomi dan segala aktivitas ekonomi yang ada, merupakan
salah satu penggerak utama ekonomi Jawa Timur. Hal ini tercermin dari output
Surabaya yang memberikan kontribusi paling besar dibanding kabupaten/ kota
lain di Jawa Timur yang mencapai 26,35% terhadap perekonomian Jawa Timur
(diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Surabaya

2010). Letak Kota Surabaya yang cukup strategis untuk perdagangan, ekspor dan



impor relatif kondusif dapat menghasilkan iklim perekonomian yang cukup stabil

dan bergairah.

Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi Surabaya yang relatif
tinggi di tahun 2010 mencapai 7,09% dan juga pertumbuhan positif pada sub
sektor pengangkutan dan komunikasi (9,41%) dan sub sektor perdagangan, hotel
dan restoran (8,47%). Perkembangan ekonomi daerah berdasarkan PDRB Kota
Surabaya selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 relatif cukup baik. Hal ini
terlihat dari nilai PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan yang
signifikan dari tahun 2006 sebesar Rp 125,36 trilyun meningkat menjadi Rp

162,83 trilyun tahun 2008 dan menjadi Rp 205,16 trilyun pada tahun 2010.

Kegiatan ekonomi Surabaya terkait dengan kegiatan ekonomi Jawa Timur
yang juga terkait dengan kegiatan perekonomian secara nasional. Dalam
perkembanganya, pertumbuhan ekonomi Surabaya semakin mantap, hal ini
tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun 2006 selalu lebih
tinggi dari Jawa Timur bahkan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010
tumbuh sebesar 7,09%, cukup tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai
5,53%. Untuk sektor primer terus mengalami penurunan. Hal bisa dimaklumi
mengingat Surabaya saat ini berkembang sebagai kota metropolitan, sehingga
karakteristik ekonomi yang melingkupinya lebih cenderung mengarah pada sektor
non primer khususnya semakin berkembangnya sektor tersier. Sedangkan sektor
sekunder dan sektor tersier terus mengalami pertumbuhan walaupun sektor
sekunder pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding sektor tersier namun

sektor sekunder masih mempunyai andil yang cukup besar dalam menyumbang



pertumbuhan ekonomi Surabaya. Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni :

1.

Kawasan Industri dan Pergudangan Ditinjau dari aksesbilitas karena
letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol
Sidoarjo - Surabaya — Gresik, Kawasan industri dan pergudangan
Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan
dikembangkan dengan orientasi pada industry smart and clean

dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Kawasan Segi Empat Emas Tunjungan dan sekitarnya Sebagai
kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Segi Empat
Emas Tunjungan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang
optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota

Surabaya.

Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu - Pantai Kenjeran
Merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada | di
persimpangan kaki jembatan dan rencana jalan lingkar luar timur.
Disamping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan
perdagangan dan jasa skala regional. Keberadaan Jembatan
Suramadu memberikan peningkatan potensi dan peran Kota
Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional, tidak hanya dalam
lingkup Kawasan Gerbangkertosusila (Kabupaten Gresik, Kabupaten
Bangkalan, kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya,

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan), namun juga hingga



kawasan kepulauan madura secara keseluruhan (Kabupaten
Bangkalan Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan

Kabupaten Sumenep).

4. Kawasan Waterfront city yang terintegrasi dengan rencana
pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong Kawasan ini akan
dikembangkan dengan konsep mixed use antara hunian dan
komersial yang didukung oleh rancang kota yang baik yang
terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk
Lamong. Kedepannya kawasan pelabuhan dan waterfront city dapat

terintegrasi dalam konteks sebuah kesatuan kawasan strategis

5. Kawasan Terpadu Surabaya Barat Kawasan ini akan dikembangkan
menjadi kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di
Stadion Bung Tomo sebagai kawasan pusat olahraga berskala
nasional yang akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan

perdagangan dan jasa di sekitarnya.

3.5 Secara Pendidikan Dan Pengetahuan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas
SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan

sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya



meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan

rata-rata lama sekolah..

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam

hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kota Surabaya

disajikan pada :

No

Tabel : 3.2

Daftar Angka Melek Huruf Kota Surabaya

Uraian

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah Penduduk
Usia Diatas 15
Tahun
Yang Bisa
Membaca,
Menulis Dan

Berhitung

2.326.260

2.532.545

2.537.470

2.199.721

2.121.139

Jumlah Penduduk
Usia 15 tahun
Ke atas

2.326.260

2.532.545

2.537.470

2.199.721

2.121.329

Angka Melek
Huruf

(%)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

3.6 Data Persebaran Virus Covid — 19 di Jawa Timur

Berdasarkan data dari suspek Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui

website Jatim Tanggap Pandemi Virus Covid — 19 dengan terakhir di Update 8




Februari 2020 Pukul 13 : 38 WIB (Data Bisa Berubah Sewaktu — Waktu).

Tersebut Adapun datanya yakni* :

Daftar Gambar : 3.2

Data Peta Persebaran Virus Covid — 19 di Provinsi Jawa Timur

Data Konfirmasi

Konfirmasi : 118436 [EE3 Bergejala: 56717
Aktif : 6194 [ Tanpa Gejala: 61719 A
Sembuh : 104038 Perjalanan : 10104
Meninggal : s204 E3 Kontak : 34404

Case Recovery Rate : 87.84% Tanpa Riwayat Perjalanan :
Case Fatality Rate : 6.93% 73928

Meninggal karena COVID-19 : 7027
Meninggal karena penyakit lain (Positif COVID-19) : 1177

RS Rujukan : 2425

RS Darurat : 108“

Karantina di Gedung : 108
Karantina Mandiri : 2351

Data Suspek dan
Probable

Suspek : 8691
Probabel : 899
Diisolasi : 5206
Discarded : 55478 [0
Meninggal : 1341 [ 3]

RS Rujukan : 3445
RS Darurat 23
Karantina di Gedung: 31

Karantina Mandiri : 914

Kontak Erat
Kontak Dilacak : 121714

Kontak Erat : 729259
Kontak Kenfirmasi : 26505
Kontak Suspek : 5392
Kontak Discarded : 607337

Kontak Mangkir : 82 [ 0]

Pemeriksaan RT-PCR
Jumlah specimen/swab :
1020299

Surveilans Serologi
Rapid : 1263996
Reaktif: 123803 EEE

4 Admin, “Jatim Tanggap Covid — 19” https://infocovid19.jatimprov.go.id/, diakses Pada, 9

Februari 2021.


https://infocovid19.jatimprov.go.id/

3.7 Data Persebaran Virus Covid — 19 Di Kota Surabaya
Berdasarkan data dari website Surabaya Lawan Covid — 19 di Kota
Surabaya dengan terakhir di Update 8 Februari 2021 dan Pukul 13 : 38 WIB (Data

Bisa Berubah Sewaktu — Waktu). Tersebut Adapun datanya yakni ° :
Daftar Gambar : 3.3
Daftar Persebaran Virus Covid — 19 Di Kota Surabaya

Surabaya
Lawan COVID-19

Home Informasi Layanan Kesehatan Infokan DataBantuon Peta Dan Visualisasi Data Layanan Lainnya
‘

Home / Visualisasi / Statistik

Statistik

20,352

Kumulatif Konfi...

253

Konfirmasi dalam Per...

18,796

Konfirmasi Sembuh

1,303

Konfirmasi Men...

T 0.31% T 0.8% 1 0.31% T 0.15%

Semua Kasus

Tanggal Wilayah Kecamatan Kelurahan Kumulatif Konfirmasi ~ Konfirmasi Sembuh — Konfirmasi Mening;
8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Tanjungsari 113 104

8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Sonokwijenan 43 41

8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Putat Gede 47 43

8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Simomulyo 200 187

8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Sukomanunggal 78 75

8/2/2021 SurabayaBarat Sukomanunggal Simomulyo Baru 166 143

8/2/2021 SurabayaBarat Tandes Manukan Kulon 270 255

8/2/2021 SurabayaBarat Tandes Manukan Wetan 30 43

8/2/2021 SurabayaBarat Tandes Banjar Sugihan 41 31

8/2/2021 SurabayaBarat Tandes Karangpoh 70 64

> Admin, “Surabaya Lawan Covid — 19” https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph,
diakses pada, 9 Februari 2021.



https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph
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Keterangan Data :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Suspek : jumlah kasus yang dinyatakan suspek pada tanggal pelaporan
(bergejala).
Kasus Probabel : Kasus Suspek dengan ISPA Berat / ARDS / Meninggal

dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN tidak ada

hasil pemeriksaan PCR.

Suspek Diisolasi : jumlah kasus suspek yang dilakukan isolasi (mandiri

maupun di fasyankes).

Suspek Discarded : Suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 Kali

negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.

Konfirmasi : jumlah kasus konfirmasi kumulatif.

Konfirmasi Bergejala : jumlah kasus konfirmasi yang berasal dari kasus

suspek (bergejala).



7) Konfirmasi Tanpa Gejala: jumlah kasus konfirmasi yang bukan berasal

dari kasus suspek.

8) Konfirmasi Perjalanan : jumlah kasus konfirmasi dengan risiko riwayat

perjalanan/pelaku perjalanan.

9) Konfirmasi Kontak : jumlah kasus konfirmasi dengan risiko riwayat

kontak erat.

10) Konfirmasi Tanpa Riwayat Perjalanan: jumlah kasus diambil
specimen/swab  (jumlah konfirmasi perjalanan + jumlah konfirmasi

kontak) .

11) Selesai Isolasi: jumlah kasus konfirmasi yang dinyatakan selesai masa

penularan (Sembuh).

12) Konfirmasi Dilacak : jumlah kasus konfirmasi yang sedang dilakukan

pelacakan kontak erat.

13) Kontak Erat : jumlah kontak erat yang diidentifikasi.

14) Kontak Erat Suspek : jumlah kontak erat yang berubah menjadi suspek.

15) Kontak Erat Konfirmasi : jumlah kasus konfirmasi dengan risiko riwayat

kontak erat.

16) Kontak Erat Mangkir dari Pemantauan : jumlah kontak erat yang belum
selesai masa karantina 14 hari, namun dinyatakan mangkir/tidak dapat

dipantau/sulit dihubungi.



17) Kontak Erat Discarded : jumlah kontak erat yang sudah selesai masa

karantina 14 hari.

18) Meninggal RTPCR Positif : Semua kasus konfirmasi yang meninggal.

19) Meninggal Probabel : Jumlah kasus probable yang meninggal.

20) Jumlah Kasus Diambil Spesimen RTPCR : Jumlah seluruh orang yang
diambil spesimen untuk pemeriksaan RTPCR, baik suspek, follow up

rapid test, maupun atas permintaan sendiri/klinisi.

3.8 Data Hukuman Pelanggar Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020

Dari data tingginya angka pelanggar bahwasannya dari data yang telah
diberikan oleh lembaga instansi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ada per
tanggal 7 desember 2020 diketahui sebanyak 74 orang yang telah diberlakukan.
Dalam rangka penegakan Sanksi Administratif terhadap warga Surabaya yang
telah dinyatakan melanggar Protokol Kesehatan sehingga dalam acuan tetap
berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru sehingga banyak diatara mereka dikenakan sanksi

administratif seperti halnya KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Maka dari itu penyitaan dalam hal ini di khususkan supaya mereka turut
serta jerah dan tidak lalai terhadap Protokol Kesehatan sehingga dengan adanya
penahanan KTP ini yang berjangka 14 hari ini diberlakukan agar mereka tidak
dapat berpergian kemana — mana dan senantiasa berdiam diri dirumah kecuali ada

kepentingan.



Daftar Tabel : 3.3
Daftar Penyitaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pelanggar Protokol Kesehatan Yang

Dikenakan Sanksi Dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh gambar diatas tersebut per 7 juli
2020 — 7 Agustus 2020 ditemukannya warga surabaya yang meremehkan Protokol
Kesehatan sebanyak 1602 Orang yang di tindak terkait lalai (seperti contoh
sederhananya tidak menggunakan masker) dalam protokol kesehatan sehingga
tersisa 400 orang yang dikenakan sanksi sosial berupa : Sanksi Joget, Sanksi Push
up, Sanksi menyanyi dan Sanksi mengkumandangkan sila — sila yang termuat
dalam Pancasila. Dan ditemukannya pada bulan tersebut sebanyak 2165 orang

warga Surabaya yang dinyatakan melanggar protokol kesehatan.

Dari gambar tersebut telah dijelaskan per 7 Agustus 2020 — 7 September
2020 ditemukannya razia protokol kesehatan sehingga sedikit sekali warga
surabaya yang acuh dan tak acuh terhadap pentingnya 3 M (Memakai Masker,
Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan). Dan alhasil ditemukannya masih 2
orang yang patuh pada protokol kesehatan dan sisanya masih terdapat 402 orang

yang ditahan KTP nya dan mulai sedikit yang dikenakan sanksi sosial yang hanya



terdiri dari 4 orang saja. Sehingga razia pada bulan tersebut total keseluruhannya

408 orang.

Adanya data dari per tanggal 7 September 2020 — 7 Oktober 2020 masih
gencar dilakukannya razia — razia di beberapa tempat dikota Surabaya sebanyak
1281 orang yang disita KTP nya karena kedapatan tidak patuh pada protokol
kesehatan dan tersisa 6 orang yang dikenakan sanksi sosial sehingga per tanggal 7
September 2020 — 7 Oktober 2020 total keseluruhan 1287 Orang masih tergolong
tinggi adanya Kketidakpatuhan masyarakat surabaya terhadap bahayanya

penyebaran mata rantai Virus Covid — 19.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh gambar diatas tersebut per
tanggal 7 Oktober 2020 — 7 November 2020 ditemukannya warga surabaya yang
meremehkan Protokol Kesehatan sebanyak 543 Orang yang di tindak terkait lalai
dalam protokol kesehatan. Kemudian disusul lagi dengan data pada bulan per
tanggal 7 November — 7 Desember 2020 tercatat sebanyak 452 pelanggar
Peraturan walikota dan perwali yang dikenakan sanksi administratif berupa
penahanan KTP dimungkinkan masyarakat semakin patuh dan taat kepada hukum

yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Data akhir pada bulan per tanggal 7 Desember 2020 tercatat semakin
sedikit masyarakat yang lalai dan mulai peduli terhadap wabah pandemi virus
Covid — 19 yang dikenakan sanksi penahanan KTP sebanyak 47 Orang hal ini
membuktikan bahwa penahanan KTP cukup efektif dalam dipergunakan
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun

2020 Tenmtang Pedoman Tatatann Normal Baru dan apabila ditotal dari bulan —



bulan sebelumnya maka secra detail dan jelas 4.929 orang yang telah dirazia dan

ditegakkannya sanksi Administratif dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020

tentang Pedooman Tatanan Norma Baru.

Tabel : 3.4

Daftar Pelanggar Hukuman Sanksi Administratif Perwali Surabaya

Kota Surabaya

Data Pelanggar Hukuman Sanksi Administratif
Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020

Jenis Sanksi / Hukuman

Total Pelanggar

Sanksi teguran lisan 5.537 Orang
sanksi teguran tertulis 147 Orang
Sanksi Sosial 62 Orang
Sanksi penyitaan KTP 4.929 Orang

Sanksi Pencabutan Izin Usaha

19 Tempat Usaha

Operasi Yustisi (Gabungan Antara Polri, TNI dan Satpol PP)

Pelanggar protokol kesehatan oleh tim gugus virus Covid — 19 dibantu

olehn TNI — Polri — Satuan Polisi pamong Praja bertempat di Kota Surabaya

Provinsi Jawa Timur terkait adanya sanksi fisik, sosial dan administrasi.

Diberlakukannya hal tersebut dikarenakan angka penyebaran Virus Covid — 19

yang tinggi dengan zona merah. Sehingga tanda memasuki era new normal maka

Surabaya pun menerapkan relaksasi kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan

dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat ditegah wabah pandemi

Virus Covid — 19. Masyarakat Surabaya yang melanggar protokol kesehatan dan

Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan

Normal Baru akan di tindak dengan sanksi sosial yang terdiri dari :

a) Hukuman Push up

7 Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal




b) Hukuman Joget

c) Hukuman Menyapu Jalanan

d) Hukuman Menyanyi lagu kebangsaan

e) Hukuman menyebutkan sila — sila dalam Pancasilla

Dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi sosial tersebut
diharapkan masyarakat menyadari arti penting dari disiplin protokol kesehatan,
seperti halnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dalam
kehidupan sehari — hari karena kedisiplinan dan kepedulian bersama dalam
menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci sukses untuk memutus mata

rantai penularan Virus Covid — 19.

3.9 Data Hasil Wawancara

Menurut Kamus Besar llmu Pengetahuan disebutkan bahwa “Respon
adalah reaksi psikologis — metabolik terhadap tibanya suatu rangsang ; ada yang
bersifat otomatis seperti refleks emosional langsung, ada pula yang bersifat
terkendali. Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (activity)
dari organisme itu bukanlah semata — mata gerakan yang positif, setiap jenis
kegiatan (activity) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut
respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau
kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, persitiwa atau
hubungan - hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan — pesan.



Respon itu bermula dari adanya suatu tindakan pengamatan yang
menghasilkan suatu kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan
pada masa sekarang atau pun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. jadi
dalam hal ini sangat jelas diketahui bahwa pengamatan merupakan modal dasar
dari respon, sedangkan modal daripengamatan adalah alat indera yang meliputi

penglihatan dan penginderaan.
Daftar Gambar 3. 4.

Daftar Gambar Wawancara dengan Bpk. Satpol PP Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap
beberapa responden seperti Bpk. Satpol PP Kota Surabaya, BPB Linmas Kota
Surabaya dan BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) maka
dapat ditemukan beberapa informasi, diantaranya terkait dengan penegakan, dan
pemberlakuan serta pengenaan terhadap sanksi administratif dalam Peraturan

Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.



Responden merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum di
dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru yang bertempat di Kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan
dengan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Bpk. Saiful lksan S.E.
\Selaku Kasie Operasional Dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja. (Satpol
PP) yang mengemukakan pernyataan sebagai berikut ketika ditanya mengenai
penegakan dan pemberlakuan serta pengenaan sanksi administratif dalam
Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan

Normal Baru :

“lya mas, saya sering melakukan operasi / razia besar —
besar an terkait Perwali Surabaya No. 33 tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru berbagai lokasi di Kota Surabaya
agar mata rantai Virus Covid — 19 di Kota Surabaya agar segera

menjadi zona hijau "8,

Data ini juga diperkuat di website resmi Surabaya Lawan Covid — 19.
Terkait tingginya angka pelanggar serta juga tingginya penyebaran mata rantai
Virus Covid — 19 di Kota Surabaya. Apabila diperlihatkan maka terlihat merah,
kuning dan kembali ke merah pekat karena masyarakat Surabaya enggan
mematuhi protokol kesehatan dan sering mengabaikannya. Dan apabila ketika
dilakukan razia masker banyak sekali masyarakat Surabaya yang menghindar dan
melarikan diri dengan menjauhi lokasi razia tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil

jawaban responden melalui metode wawancara sebagai berikut :

& Wawancara, Kantor Satpol PP Kota Surabaya, 7 januari 2021.



“Kita Satpol PP Kota Surabaya dan BBP Linmas Kota
Surabaya sering melakukan razia Patuh Masker secara dadakan
terutama pada malam hari ketika masyarakat surabaya terutama
yang berada di cafe, taman, tempat tongkrongan, jalanan serta
sebagainya yang menimbulkan kerumunan dan keramaian akan
kami lakukan penindakan secara tegas dan terukur sehingga
masyarakat surabaya diharapkan patuh dan taat kepada hukum

yang diberlakukan di masa wabah pandemi Virus Covid —19.”

Dalam hal ini juga dipertegas oleh pengunjung kafe, tempat hiburan dan
tempat — tempat yang dianggap dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian.
Adapun setiap pengunjung memiliki respon / tanggapan yang berbeda — beda
sehingga dalam hal hal ini tidak ada salahnya jika melakukan metode wawancara

dengan pengunjung adapun hasilnya sebagai berikut :

“Seharusnya sanksi administratif yang diberlakukan
kurang baik berupa penyitaan KTP karena KTP saya
dipergunakan bila berpergian kemana — mana termasuk kerja
keluar kota dan juga saya pulang kerja capek®, iya tapi saya kaget
tiba tiba ada razia seperti ini. Sehingga tidak menutup
kemungkinan saya terkena sanksi administrartif berupa penyitaan
KTP. Kegunaan KTP tidak lain sebagai identitas saya kini telah
disita selama + 14 hari / 2 Minggu yang dimana menyulitkan saya
apabila mengurus perpanjangan sim dan keperluan administrasi

lainnya besok. Mengapa tidak diberlakukan denda administratif

® Wawancara, Cafe Warmaob, 10 januari 2021.



saja mengingat pentingnya KTP dalam identitas resmi yang

tergolong bukan gelandangan atau orang tanpa identitas”.

Kemudian dalam hal ini bpk. Satpol PP Kota Surabaya dan BPB Linmas
Kota Surabaya juga mengemukakan pendapat nya seketika dilakukan metode

wawancara adapun sebagai berikut :

“Terhitung saat ini banyak sekali masyarakat Surabaya
yang terkena Sanksi Administratif, Sanksi Sosial, dan Pencabutan
Izin itu semua sudah tertuang di dalam pasal 34 Peraturan
Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru sehingga kami Pihak Satpol PP Kota Surabaya dan
BPB Linmas Kota Surabaya mendukung penuh dalam hal
mencegah tindakan gratifikasi dan permainan Politik Uang
dilapangan dalam upaya penegakan dan pemberlakuan serta
pengenaan sanksi Administratif dalam Perwali Surabaya No. 33
tahun 2020 ini. Dan sesuai anjuran lbu Walikota Surabaya Tri
Risma Harini juga menyarankan agar tidak adanya denda karena
mengingat banyak masyarakat Surabaya yang mengalami

keterpurukan ekonomi di wabah Pandemi Virus Covid — 19 ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwasannya pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan
Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang \Pedoman Tatanan Normal Baru

guna sebagai peringatan atau teguran agar supaya patuh pada protokol kesehatan

10 Wawancara, BPB Linmas Kota Surabaya, 7 Januari 2021.



dan yang mengharapkan agar wabah pandemi virus Covid — 19 ini segera berakhir
dengan baik dan kita dapat memulai kehidupan yang seperti semula mengingat
banyak sekali mulai dari kebiasaan, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya

akibat adanya wabah pandemi Virus Covid — 19 ini.

3.10 Kekhilafaan Islam Ditengah Wabah Penyakit

Pada zaman khilafah Umar Bin Khatab telah terjadi dahulunya tentang
merebaknya virus / penyakit yang mematikan. Diceritakan oleh Khalifah Umar
bin Khattab dan kalangan para sahabat berjalan dari Madinah menuju negeri
Syam. Wabah terjadi di wilayah Saragh, sebuah daerah di Lembah Tabuk dekat
Syam. Awalnya sang Amirul Mukminin itu berencana melakukan kunjungan ke
Syam yang ketika itu sudah bergabung dengan kekuasaan Islam. Sampai di
Saragh, dia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al - Jarrah yang ketika itu disebut
menjabat Gubernur Syam. Abu Ubaidah memberitahu Umar bahwa wilayah
Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendapat kabar tersebut Umar memutuskan
berhenti di Saragh. Abdullah lbnu Abbas seperti diriwayatkan dalam hadits
Abdurrahman bin  Auf menceritakan bahwa ketika itu Umar meminta

dipanggilkan beberapa Muhajirin sepuh.

Dikutip dari Kitab Al Lu'lu wal Marjan karya Muhammad Fuad Abdul
Baqgi, Umar kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior Muhajirin. Terjadi
perdebatan antara tokoh senior Muhajirin dengan Umar bin Khattab. Ada yang
menyarankan agar Umar tetap melanjutkan perjalanan ke Syam, tak sedikit yang

meminta Singa Padang Pasir itu kembali ke Madinah. Tak ada titik temu,


https://www.detik.com/tag/umar-bin-khatab

pertemuan itu pun dibubarkan. Umar kemudian minta Ibnu Abbas untuk
memanggil orang-orang Anshar. Lagi - lagi tak ada titik temu karena terjadi
perdebatan soal perlu tidaknya Umar pergi ke Syam. Disana berhenti sejenak
didaerah perbatasan saat hendak memasuki negeri Syam karena mendengar ada
wabah Tha'un Amwas yang melanda negeri tersebut yaitu di deskripsikan dengan
adanya berupa sebuah menularnya penyakit, yang diawali dengan benjolan
dibagian seluruh tubuh sehinngga mengakibatkan pendaraan dan berlangsung

secara terus menerus hingga merebak luas?.

Pada waktu itu dikisahkan bahwa Khilafah Umar memutuskan pulang ke
Madinah dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke negeri paman syam tersebut.
Kebijakan ini sempat direspon oleh Abu Ubaidah, seorang yang dikagumi Umar
dan sang Gubernur Syam. Menurutnya, Umar tak seharusnya kembali dan
mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah SWT. Keputusan Umar untuk tidak
melanjutkan perjalanan kemudian diperkuat dengan hadits yang dinarasikan

Abdullah bin 'Amir. Berikut haditsnya :
£ omoR Wl 2 5 e i) e e
Olcise Ghoadili e s sl lab e b gl Gidak
o &85 1305 Adle 154 5 6 (a0l 43 el 0 5 padea ) 505
e 5158 138 0AT S A, 81 5 )l

Terjemahannya :

11 Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, Kaidah - Kaidah Praktis Memahami Figih Islami, Cet. ke-1
(Gresik: Yayasan al-Furgon al-1slami, 2018), 56.



"Dari Abdullah bin ‘Amir r.a., ‘Umar melakukan perjalanan
ke Syam. Setelah ia sampai di Sargh, datang berita bahwa di Syam
sedang berjangkit penyakit menular. Lalu Abdurrahman bin Auf’
menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw. Berkata: “ Kalau
kamu mendengar penyakit menular berjangkit di suatu negeri,
janganlah kamu pergi kesana. Tetapi kalau penyakit itu berjangkit di
negeri kamu berada, janganlah kamu keluar daripadanya melarikan
diri”. (H>R, Bukhori.1667).%2

Dengan adanya wabah penyakit seperti itu sekitar 20.000 jiwa tertular dan
terkena sehingga hampir separuh penduduk Syam banyak yang mati dengan
adanya penyakit seperti itu. Dengan demikian, wabah penyakit tersebut berhenti

ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam Amr bin Ash berkata®®:

"Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya
kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan
menempatkan diri di gunung - gunung."

Mereka pun saling berpencar, menjauhi satu sama lain dan mengasingkan
diri untuk bermukin di pegunungan . Wabah pun berhenti layaknya api yang
padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar. Dari sepenggal

kisah tersebut mengambil hikmah dan pembelajarannya, Yakni :
1) Karantina

Karantina sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas, maka itulah

konsep karantina yang hari ini kita kenal.

2) Bersabar

Tha'un merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Dia

12 HR. Bukhori 1667 Penerjemah Darwiz Z, V, (Jakarta: Bumi Restu, 1983) 38.

13 Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Cet. ke-2 (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002),
73.



kehendaki. Maka, tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu
ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui
bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah SWT
tetapkan, baginya pahala orang yang mati syahid. (HR. Bukhari dan

Ahmad).
3) Berbaik sangka dan berikhtiarlah
4) Perbanyak Berdoa .
5) Dengan menjaga jarak dari keramaian
6) menahan diri untuk tetap di rumah.

Dalam hal ini adanya dengan kisah tersebut dapat dijadikan sebagai suatu
sikap yang diambil dalam menghadapi musibah atau wabah penyakit. Artinya
yang di luar tidak boleh masuk agar tidak tertular, sedangkan dalam hal ini yang

di dalam tidak boleh keluar agar tidak menularkan.
WUM\JWUM\JQ@AL&J\&U&A@\U;
Terjemahan®* :

Dari Abu Hurairah r.a., Dari Nabi saw., beliau bersabda : “Siapa
yang mati karena penyakit perut adalah mati syahid. Siapa yang

mati karena penyakit kolera adalah mati syahid.” (HR. Bukhari.

1688).

4 1bid. 38.


https://www.haibunda.com/trending/20200305084848-93-84102/panik-takut-tertular-virus-corona-wanita-ini-tak-sengaja-bakar-uang-di-microwave

Dalam hal ini memang manusia wajib berikhtiar untuk sesuatu yang
terbaik. Maka pemerintah ketika mengatur peran dan dampak dari warganya, Kita
tidak boleh lari dari takdir ini karena sudah dikehendaki Allah SWT, akan tetapi
pemerintah juga diperbolehkan untuk dalam rangka mencari takdir lain yang
mungkin lebih baik untuk mengatasi musibah wabah pandemi virus Covid — 19

dalam hal ini.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Administratif Dalam Perwali
Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Bahwa dalam upaya melakukan tindakan guna memutus mata rantai
penyebaran Virus Covid — 19 di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal
Baru perubahan kedua atas Perwali Surabaya No. 28 Tahun 2020 Tentang Virus
Corona Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya. Sehingga adapun dari
tujuan tersebut tidak lain membantu dalam melaksanakan dan sebagai pedoman
tatanan normal baru saat berlangsungnya wabah pandemi sehingga dalam hal ini
tidak luput dari peran pentingnya Protokol Kesehatan. Hal tersebut ada dalam
teori kemanfaatan hukum yang menjelaskan bahwasannya dibuatkannya suatu
peraturan perundang — undangan supaya untuk memberikan manfaat mengingat
penting adanya suatu peraturan tersebut dimasa wabah pandemi Virus Covid — 19

yang merajalela.

Bahwa dengan diterbitkannya Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020
Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ini, maka setiap daerah berdasarkan
prinsip otonomi daerah mempunyai kewenangan dalam membentuk dan
menetapkan suatu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah.
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan asas
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— asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga

diharapkannya adanya keserasian dan keteraturan dalam pelaksanaan.

Dikota Surabaya tindak lanjut dari Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020
Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru ini adalah untuk merubah, gaya hidup,
perilaku sosial dalam masyarakat atau yang sering dikenal dengan (membiasakan
perilaku yang tidak biasa) untuk lebih produktif pada situasi pandemi Virus Covid
- 19 serta dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat tidak lupa juga protokol
kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko terlebih lagi dampak yang
tidak diinginkan, dalam hal ini tentunya manfaat yang sangat diharapkan sekali
terhadap keberlangsunga pandemi juga tidak menutup kemungkinan dalam upaya
meningkatkan kestabilan perekonomian agar tidak lumpuh dan pandemi ini segera

berakhir di Kota Surabaya.

Berdasarkan teori kepastian hukum maka Dalam rangka peningkatan
displin dan penegakan protokol kesehatan yang efektif tentunya memerlukan
payung hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota
Surabaya. Sehingga dalam hal melaksanakannya tidak menyalahi aturan — aturan
yang telah ditetapkan dalam Hierarki Peraturan Perundang — Undangan khususnya
dalam Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal
Baru selaras dengan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Dispilin Dan

Penegakan Protokol Kesehatan .

Penetapan Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah Kota

Surabaya sehingga diharapkannya dengan hal tersebut dapat ditegakkannya sesuai
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
yang efektif dan partisipatif dapat dengan mudah dilaksankaan karena mudah
dijalankan bagi semua orang termasuk masyarakat Surabaya. Sehingga adanya

perwali tersebut dapaat dijadikaan pedoman dalam melaksanakan New Normal.

Dalam rangka penelitian Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tanggal
13 Juli 2020 Di Kota Surabaya ini, peneliti menemukan adanya
ketidakharmonisan antara Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Tatanan Normal Baru dengan Peraturan Perundang — Undangan yang
lebih tinggi dalam hal ini Undang — Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.! Dalam ketentuan sanksi administratif yang dimuat
dalam perwali tersebut tertera untuk memberlakukan sanksi administratif berupa
penyitaan dan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama 2 Minggu (14
Hari). Akan tetapi dalam hal ini jika merujuk kepada Undang — Undang No. 23

Tahun 2006 bahwasannya sudah tertera jelas kepada pasal 101 berbunyi :

“Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5

(lima) tahun;
Dan jika merujuk kepada pasal 91 yang berbunyi :

“Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) yang
berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling

banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).”

Menurut penjelasan dalam pasal tersebut diatas Pemerintah telah

memberikan NIK kepada setiap penduduk tapi ketika dilakukannya penahanan

! Undang — Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
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KTP walaupun hanya sementara masyarakat surabaya yang terkena dampak dari
adanya sanksi Administratif tersebut sementara sudah tidak memiliki lagi KTP,
sementara dalam Undang — Undang diatas telah jadi tidak sesuai lagi dengan
undang — undang yang lebih tinggi dalam hal ini mereka telah melaksanakan
Perwali Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
namun tidak bisa melanggar aturan lainnya yang lebih tinggi. Dalam Politik
Hukum di Negara Indonesia dikenal dengan asas Hukum yang dimana “Lex
Superior Derogat Legi Inferior”® Dimana Peraturan Hukum yang lebih tinggi

dapat melumpuhkan Peraturan Hukum yang lebih Rendah.

Dalam hal ini secara langsung Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot
Surabaya) telah melaksanakan apa yang telah diatur dalam Peraturan Walikota
Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru akan tetapi
yang jadi permasalahannya adalah tentang Penyitaan KTP +14 Hari yang
dilakukan dan dilaksanakan selama proses terjadinya wabah pandemi virus Covid
— 19 telah menuai pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Surabaya. Terutama
bagi masyarakat Surabaya yang hendak berpergian, bekerja, dan lain — lain
sebagai nya yang terhambat karena tidak ada KTP nya serta dalam kepengurusan
berkas — berkas administrasi yang begitu menyulitkan mereka sehingga mungkin

dirasa dengan adanya penahanan KTP tersebut tidak ada efektif nya sama sekali.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis yang dilakukan
dengan proses wawancara terhadap pihak - pihak yang terlibat langsung dalam
pembentukan dan Pelaksnakaan Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020

Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pemkot Surabaya, bahwa perlu diketahui

2 Muhammad Ishom, Legal Drafting, Cet. ke- 1 (Malang : Setara Press. 2017), 14.
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dalam proses pembahasan Perwali ini tidaklah mudah hingga memakan waktu
berminggu — minggu hingga berbulan — bulan. Melihat fakta ini dapat dikatakan
sanksi yang seharusnya sebagai penutup dan pembuat efek jerah terhadap
pelanggar terkesan tidak baik dan melanggar peraturan perundang — undangan

yang lebih tinggi.

Kemudian, ketika peneliti melaksanakan beberapa pertanyaan Berdasarkan
dari pengakuan pihak — pihak yang terlibat langsung terutama dalam pelakasanaan
penegakan hukumnya Perwali ini BPB Linmas Kota Surabaya dan Kasatpol PP
Kota Surabaya ingin memberikan sanksi kepada Masyarakat Surabaya untuk
patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh ketentuan — ketentuan
dalam Perwali sehingga penularan dan pencegahan Virus Covid — 19 segera
selesai dan hidup normal seperti biasanya. Diharapkannya melakukan penahanan
KTP supaya tidak dapat berpergian kemana — mana dan juga masyarakat tetap

berdiam diri dirumah.

Berdasarkan teori keadilan hukum terkait perihal mengenai ketentuan
denda dalam hal ini belum diatur akan tetapi hanya sanksi Joget dan Penyitaan
KTP yang gencar dilaksanakan di Kota Surabaya, dalam hal ini perlu dikaji
mendalam dengan perangkat — perangkat apartur negara lainnya sehingga dengan
adanya denda maka masyarakat Surabaya diharapkan lebih waspada terebih lagi
denda yang dipergunakan dapat dimasukkan dalam kas APBD atau keuangan
pemasukan daerah disisi lain hal tersebut dianggap juga baik. Untuk mengurangi
tinggi nya angka Penyitaan KTP yang kurang efektif dalam menangani Kasus

Pelanggar Perwali No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru.
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Berdasarkan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 dibentuklah Peraturan
Walikota Surabaya No. 28 Tahun 2020 Tentang Virus Corona Dicrease kemudian
dirubah lagi oleh Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot), mengubah Peraturan Wali
Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru,
sehingga dapat diharapkan menyesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan.

Hal tersebut diharapkan untuk perubahan terhadap Perwali Surabaya No.
33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dengan harapannya lebih
spesifik dan disesuaikan dengan amanat Inpres,” Menurut Kepala Badan
Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Surabaya
Irvan Widyanto di Surabaya, Dalam hal ini diubahnya Perwali No. 33 Tahun 2020
tersebut karena ada beberapa perbedaan dengan Inpres No. 6 Tahun 2020

sehingga tidak menutup kemungkinan perwali tersebut akan ada perubahan.

Sanksi joget yang merupakan peran penting dari bagian dari sanksi
adminnistratif tersebut yang diberlakukan dalam Perwali No. 33 Tahun 2020
Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru dianggap dengan sengaja dan sulit untuk
ditegakkan untuk berbuat tak sepatutnya terlebih lagi pelanggarnya adalah
perempuan sehingga dapat bertentangan dengan bentuk pelanggaran HAM dan
Norma yang berlaku ditengah — tengah masyarakat sehingga diperlukan wujud
nyata dari adanya Denda Administratif guna untuk menekan adanya angka tinggi
terhadap para pelanggar Protokol Kesehatan dan Penyitaan KTP sehingga dengan

adanya hal tersebut diharapkan Lebih Efektif dan Efisien.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Surabaya, Badan Keamanan Satuan Politik (Bakesbang) dan
BPB Linmas Kota Surabaya terkait adanya kejelasan rumusan terkait dengan
Peraturan Walikota Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru dalam hal ini beliau hanya sekedar penegak hukum dalam ruang
lingkup Daerah Otonom sehingga dalam hal ini yang mungkin manfaat dalam
penelitian ini di gunakan untuk ditampung sebagai aspirasi terhadap peran
pentingnya diterbitkannya perwali yang baru sehingga dapat memaksimalkan
peranan payung hukum yang baik di masa pandemi Virus Covid — 19 berlangsung

saat ini.

4.2  Analisis Figh Siyasah Dusturiyah Dalam Perwali Surabaya No. 33
Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam keadaan darurat yang tengah
terjadi untuk segera melakukan antisipasi dan penanganan yang serius agar suatu
permasalahan terselesaikan dengan baik. Sehingga diharapkan peranan
pemerintah terutama bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat
pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah,
sehingga dalam hal ini diharapkan sesuai dengan konsep Imamah atau khalifah
adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam agama dan dunia, yang harus
diikuti oleh seluruh umat. Berupa orang yang menjadi pemimpin harus selalu di
depan untuk diteladani suatu keharusan untuk memiliki kewajiban untuk
melindungi segenap warga negara Indonesia dan tumpah darahnya dari berbagai

ancaman yang nyata mengingat nyawa dan hajat orang banyak.
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Dalam islam dikenal istilah Siyasah al Syar’iyyah. Menurut Abdul
Wahhab Khallaf, Siyasah al Syar’iyyah diartikan sebagai “kewenangan seorang
imamah / pemimpin mengupayakan untuk terhindar dari adanya kemudharatan
dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan” seorang
pemimpin dalam islam seharusnya memeberikan petunjuk berupa jalan keluar
sehingga diharapkan mampu menyelesaikan segala macam persoalan yang
menimpa rumah tangga kepemimpinannya®. Maka, mengenai ini sangat perlu
dibuatkan dan diberlakukannya kebijakan hukum atau aturan sebagai landasan
ruang gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar

dari kemudharatan.

Dalam figh siyasah dusturiyah merupakan dalam satu ilmu yang
membahasa pemerintahan dalam arti luas sebab terkumpul prinsip — prinsip
pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara. Melihat dari adanya
suatu konstitusi dalam islam sangat diperhatikan dan memiliki urgensi yang
sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Sebagaimana halnya nabi pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk
perjanjian yang mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat
heterogen. Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal
dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari Negara itu

sendiri.

3 Dahla, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
47.
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Keberlangsungan penyelenggaraan negara dalam Islam secara umum
yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keadaan darurat, ulama figih

membaginya ke dalam 3 jenis, dalam hal ini diantaranya :

1. Jihad adalah makna yang lebih luas dari peperangan, jihad
mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan (amar

ma ruf nahi munkar),

2. Hirabah adalah bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar

dengan niat memusuhi umat Islam; dan

3. Bughat adalah ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu
sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian diatas, kondisi
darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19
dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan
oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama

dengan rakyat.

Dalam sudut pandang lain, Pemerintah juga dalam hal ini dituntut untuk
dapat memberikan win — win solution dan upaya - upaya agar nilai kemaslahatan
bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid - 19 yang
kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, dalam sudut pandang lain rakyat
harus menunjukkan sikap kepatuhan dan ketaatannya terhadap ketentuan —
ketentuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Fugaha pun
juga memberikan batasan — batasan berupa ketentuan yang dimana seharusnya
seorang pemimpin berbuat untuk kebaikan hajad orang banyak dalam ummat

Islam.
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Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan diimplementasikan

oleh Pemerintah atau pemimpin. Salah satu kaidah tentang kepemimpinan :

Gl UL aiie 3 e oY1 i S

Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang
diatur olen Pemerintah / pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi
umatnya tidak sebaliknya yang megutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi —
kelompok / golongan. Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan

oleh Pemerintah saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19,

Pemerintah harus senantiasa tetap tegas dan disiplin dengan penerapan
kebijakan peraturan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota
Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru, salah
satunya mengenai tentang kepatuhan masyarakat Surabaya terhadap protokol
kesehatan dan senantiasa melaksanakan 3M (Mencuci Tangan Pakai Sabun,
Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan) Di lain sisi masyarakat harus
tunduk dan patuh serta menanggung sebab akibat terhadap adanya kebijakan
Pemerintah dalam menanggulangi wabah Virus Covid - 19 sebagai langkah

mewujudkan kebaikan bersama. Adapun Hadist Nabi Muhammad Saw sebagai

berikut® :
aakail )l dde 1584y 280 al ey a3iia Bdke Kk
Terjemahannya :

4 (HR. Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) Terjemah Zainudin Hamidy, 1V, 56.
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“Jika aku mencegah kalian terhadap sesuatu maka jauhilah, dan jika aku

memerintahkan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampunya” (HR.

Bukhari, No. 7288 dan Muslim No. 1337) .

Kemudian apabila di kaji dari aspek figh siyasah idariyah sangat terlihat
jelas terkait administrasi yang berupa sanksi dalam Peraturan Walikota Surabaya
No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru. Dalam Islam
hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan
adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata
pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (siyasah
idariyah) pada masanya dikontruksikan dengan sistem, landasan serta garis
kebijakan semua orang Islam. Dalam hal ini peranan sanksi administratif yang
dimuat dapat dimanfaatkan terutama dalam segi pemberian hukum kepada para
pelanggar berupa hukuman dalam bentuk administratif yang dapat sekiranya

membuat pelanggar — pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang terulang lagi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Analisis Yuridis terhadap pemberian  Sanksi Administratif dalam
Peraturan Walikota Surabaya No. 33 tahun 2020 Tentang Pedoman
Tatanan Normal Baru ditemukannya adanya ketidakharmonisan dengan
Peraturan Perundang — Undangan yang lebih tinggi sementara sanksi
administratif yang diperuntukkan bagi pelanggar masih terbilang belum
sangat tegas dan apabila jika terus diterapkan maka terkesan menyalahi

aturan hukum yang berlaku di tengah — tengah masyarakat.

2. Analisis Figh Siyasah Dusturiyah Idariyah pada proses pemberlakuan,
penegakan dan pengenaan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota
Surabaya No. 33 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
juga menjelaskan dan memaparkan sesuai dalam hukum Islam kepatuhan
dan ketaatan ummat terhadap Imamah (Pemimpin) yang telah ada dalam
kaidah Ushul Figh dalam hal ini apabila hal tersebut dilaksanakan dalam
keadaan darurat sehingga dirasa mungkin memiliki banyak kekurangan
atau kelebihan supaya menjadikan diri kita tetap tunduk dan patuh kepada

pemimpin terlebih lagi kepada Allah SWT.
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5.2 Saran

Dengan Demikian, adanya Skripsi berupa hasil penelitian hukum Empiris
dengan pendekatan socio legal studies melihat hubungan timbal balik antara
hukum dan masyarakat. Maka dalam hal ini peneliti manyampaikan beberapa
kritikan dan saran yang sifatnya membangun tentunya dimungkinkan tidak
membuat citra buruk seperti halnya menyinggung organisasi, instansi
pemerintahan atau golongan tertentu dan didasari oleh rasa hormat dan terima
kasih kepada pihak yang telah membantu dan bersangkutan dalam penelitian

hukum ini.
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